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Menimbang :

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA 
NOMOR Oy TAHUN 2012

T E N T A N G  

BANGUNAN GEDUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT! MUNA,

a. bahwa untuk mendirikan bangunan gedung agar sesuai persyaratan 
administratif dan persyaratan teknis serta pembangunan yang 
berwawasan tingkungan, maka pertu ditakukan penataan dan 
penertiban bangunan da!am wiiayah Kabupaten Muna;

b. bahwa agar bangunan gedung dapat terseienggara secara tertib dan 
terwujud sesuai dengan fungsinya, dipertukan peran masyarakat dan 
upaya pembinaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud datam huruf
a, dan b pertu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna 
tentang Bangunan Gedung.

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah- 
Daerah Tingkat !! di Sutawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- 
pokok Agraria (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 1960 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara Repubiik tndonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan (Lembaran 
Negara Repubtik tndonesia tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran 
Negara Repubtik tndonesia Nomor 3046);

4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun 
(tembaran Negara Repubtik tndonesia tahun 1985 Nomor 75, Tambahan 
tembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 3318);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan 
Permukiman (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 1992 Nomor
23, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 3469);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya 
(Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 1992 Nomor 24, 
Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 3470);

7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang tatu tintas dan Angkutan 
Jatan (tembaran Negara Repubtik tndonesia tahun 1992 Nomor 49, 
Tambahan tembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 3480);

8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
(Lembaran Negara RepubHk tndonesia Tahun 2007 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 3670);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengetotaan Lingkungan 
Hidup (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 1997 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 3699);

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 1999 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 3833);



11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4247);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4437), 
sebagaimana tetah diubah beberapa kati, terakhir dengan Undang- 
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang- 
undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4844);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4438);

14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jatan (Lembaran 
Negara Repubtik tndonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan 
Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4444);

15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4725);

16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sampah (Lembaran 
Negara Repubtik tndonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan 
Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 69);

17. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubtik tndonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubtik 
tndonesia Nomor 5234);

18. Perturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1986 tentang tzin Usaha tndustri 
(Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 1986 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 3352);

19. Peraturan Pemerintah Repubtik tndonesia Nomor 4 Tahun 1988 Tentang 
Rumah Susun (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 1988 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 3372);

20. Peraturan Pemerintah Repubtik tndonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang 
Sungai (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 1991 Nomor 44, 
Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 3445);

21. Peraturan Pemerintah Repubtik tndonesia Nomor 43 Tahun 1993 
Tentang Prasarana Latu Lintas Jatan (Lembaran Negara Repubtik 
tndonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Repubtik tndonesia Nomor 3529);

22. Peraturan Pemerintah Repubtik tndonesia Nomor 69 Tahun 1996 
Tentang Petaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara 
Peran serta Masyarakat datam Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Repubtik tndonesia Tahun 1996 Nomor 69, Tambahan Lembaran 
Negara Repubtik tndonesia Nomor 3373);

23. Peraturan Pemerintah Repubtik tndonesia Nomor 24 Tahun 1997 
Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Repubtik tndonesia 
Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubtik 
tndonesia Nomor 3660);

24. Peraturan Pemerintah Repubtik tndonesia Nomor 68 Tahun 1998 
Tentang Kawasan Suaka Atam dan Kawasan Petestarian Atam 
(Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 1998 Nomor 132, 
Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 3776);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Anatisis Mengenai 
Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Repubtik tndonesia 
Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubtik 
tndonesia Nomor 3838);



26. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran
Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Repubtik tndonesia 
Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
tndonesia Nomor 3955);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyetenggaraan
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2000 
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia
Nomor 3956);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyetenggaraan
Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Repubtik tndonesia 
Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
tndonesia Nomor 3957);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem
Pengembangan Air Minum (Lembaran Negara Repubtik tndonesia 
Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
tndonesia Nomor 4490);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan 
Petaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2005 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4532);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyetenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4593);

32. Peraturan Pemerintah Repubtik tndonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang 
Jatan (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2006 Nomor 86, 
Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4655);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Repubtik tndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Repubtik tndonesia Nomor 4737);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4741);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Witayah Nasionat (Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia 
Nomor 4833);

36. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 7 tahun 1993 tentang tjin Mendirikan 
Bangunan dan Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan tndustri;

37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 tentang 
Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan 
Sungai dan Bekas Sungai;

38. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang 
Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

39. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang 
Pedoman Teknis Fasititas dan Aksesibititas pada Bangunan Gedung 
dan Lingkungan;

40. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;

41. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 tentang 
Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Susun Sederhana 
Bertingkat Tinggi;

42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 Tangga) 16 
Maret 2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan 
Lingkungan;



Menetapkan :

43. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang 
Pedoman Teknis tzin Mendirikan Bangunan Gedung;

44. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang 
Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;

45. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang 
Pedoman Tim Ahti Bangunan Gedung;

46. Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika Nomor 
02/PER/M.KOM!NFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan 
Penggunaan Menara Bersama Tetekomunikasi;

47. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang 
Pedoman Pemetiharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;

48. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang 
Pedoman Teknis Penyusunan Rencana induk Sistem Proteksi 

Kebakaran di Perkotaan;
49. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang 

Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung 

dan Lingkungan;
50. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang 

Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
51. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 403/KPTS/M/2002 tentang 

Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat;
52. Peraturan Bersama Menteri Daiam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, 

Menteri Komunikasi dan informatika dan Kepata Badan Koordinasi 
Penanaman Moda! Nomor 18 Tahun 2009; 07/PRT/M/2009; 3/P/2009 
tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara 
Tetekomunikasi;

53. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata 
Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;

54. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukkan Produk Hukum Daerah;

55. Keputusan Kepata Bapedai Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pedoman 
Penyusunan Anatisis Mengenai Dampak Lingkungan;

56. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat H Muna Nomor 4 Tahun 
1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipit ditingkungan Pemerintah 
Daerah Tingkat tt Muna (Lembaran Negara Kabupaten Daerah Tingkat 
t! Muna Tahun 1990 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAK!LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA
dan

BUPATt MUNA 

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasa! 1

Daiam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan .
1. Pemerintah Pusat setanjutnya disebut Pemerintah, adatah Presiden 

Repubtik tndonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara 
Repubtik tndonesia sebagaimana dimaksud datam Undang-undang 
Dasar Negara Repubtik tndonesia Tahun 1945;

2. Daerah adatah Kabupaten Muna;
3. Pemerintah Daerah adatah Pemerintah Kabupaten Muna;
4. Bupati adatah Bupati Muna;



5. Dewan Perwakitan Rakyat Daerah yang setanjutnya disebut DPRD, 
adatah Dewan Perwakitan Rakyat Daerah Kabupaten Muna;

6. Pejabat adatah pegawai di tingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk 
oteh Bupati Muna;

7. Dinas adatah Dinas Tehnis yang berwenang di bidang bangunan 
gedung di Lingkungan Pemerintah Daerah;

8. Kepata Dinas adatah Kepata Dinas Tehnis yang berwenang di bidang 
bangunan gedung di Lingkungan Pemerintah Daerah;

9. Tata Ruang adatah wujud strukturat dan pota pemanfaatan ruang, baik 
direncanakan maupun yang tidak direncanakan;

10. Perencana struktur adatah seseorang atau badan yang ahti datam 
bidang struktur/konstruksi bangunan yang memitiki ijin bekerja;

11. Perencana instatasi dan pertengkapan bangunan adatah seseorang 
atau badan yang ahti datam bidang instatasi dan pertengkapan 
bangunan yang memitiki ijin bekerja;

12. Pengawas adatah seseorang atau badan yang bertugas mengawasi 
petaksanaan pekerjaan membangun atas penunjukan pemitik bangunan 
sesuai ketentuan ijin yang bertaku serta memitiki ijin bekerja;

13. Bangunan adatah sesuatu yang didirikan di datam atau di atas 
permukaan tanah atau bertumpuk pada batuan dan di perairan, baik 
yang bersifat permanen, tetap dan atau sementara sesuai ruangan yang 
terbatas, seturuhnya atau sebahagiaannya;

14. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasit pekerjaan konstruksi yang 
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seturuhnya 
berada di atas dan/atau di datam tanah dan/atau air, yang berfungsi 
sebagai tempat manusia metakukan kegiatannya, baik untuk hunian 
atau tempat tinggat, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan 
sosiat, budaya, maupun kegiatan khusus;

15. Bangunan Gedung Umum adatah bangunan gedung yang fungsinya 
untuk kepentinagn pubtik, baik berupa fungsi keagamaam, fungsi usaha, 
maupun fungsi sosiat dan budaya.

16. Bangunan gedung tertentu adatah bangunan gedung yang fungsinya 
untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus yang 
datam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan 
pengetotaan khusus dan/atau memitiki kompteksitas tertentu yang dapat 
menimbutkan dampak penting terhadap masyarakat dan tingkungannya;

17. Bangunan Gedung Negara adatah bangunan gedung yang digunakan 
untuk kepertuan dinas Pemerintah/Pemerintah Daerah yang 
menjadi/akan menjadi kekayaan mitik negara dan diadakan dengan 
sumber pembiayaan yang berasa! dari APBN dan/atau APBD dan/atau 
sumber pembiayaan tainnya;

18. Ktasifikasi Bangunan Gedung adatah ktasifikasi dari fungsi bangunan 
gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan 
persyaratan teknis;

19. Bangun-bangunan adatah suatu perwujudan fisik arsitektur yang tidak 
digunakan untuk kegiatan manusia, merupakan tingkungan yang tercipta 
oteh sebab kerja manusia yang berdiri di atas tanah ata bertumpu pada 
tandasan dengan susunan bangunan tertentu sehingga terbentuk ruang 
yang terbatas seturuhnya atau sebagian diantaranya berfungsi sebagai 
dan/atau tidak petengkap bangunan gedung;

20. Rumah susun adatah bangunan gedung bertingkat yang dibangun datam 
suatu tingkungan yang terbagi datam bagian-bagian yang distrukturkan 
secara fungsionat datam arah horizontat maupun vertikat dan merupakan 
satuan-satuan yang masing-masing dapat dimitiki dan digunakan secara 
terpisah, terutama untuk tempat hunian yang ditengkapi dengan bagian 
bersama, benda bersama dan tanah bersama;

21. Bangunan gedung berderet adatah bangunan gedung yang terdiri dari 
tebih 2 (dua) dan pating banyak 20 (dua putuh) induk bangunan yang 
bergandengan dan/atau sepanjang 60 m (enam putuh meter);



22. Bangunan Gedung permanen adatah bangunan yang dibuat dari bahan- 
bahan yang kokoh (konstruksi beton) dan dapat dipergunakan 
sekurang-kurangnya 25 (dua putuh tima) tahun;

23. Bangunan semi permanen adatah bangunan yang dibuat dari bahan- 
bahan yang berkuat'tas baik (konstruksi kayu atau sebagian beton) dan 
dapat dipergunakan Sekurang-kurangnya 15 (tima betas) tahun;

24. Bangunan tidak permanen/sementara adatah bangunan yang dibuat dari 
bahan tokat dan digunakan untuk sementara waktu dengan umur 
bangunan dinyatakan sekurang-kurangnya 5 (tima) tahun;

25. Bangunan darurat adatah bangunan yang dibuat dari bahan tokat yang 
dipergunakan pating tama 1 (satu) tahun;

26. Bangunan mitik pemerintah adatah bangunan yang dibangun dengan 
biaya atau bersumber dari pemerintah/negara yang diperuntukkan bagi 
kepentingan pemerintah/negara;

27. Rumah tinggat adatah bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat 
tinggat/kediaman oteh perorangan atau suatu ketuarga dengan sarana 
prasarana/fasititas yang memadai;

28. Perusahaan adatah Badan Hukum atau Perseorangan yang metakukan 
kegiatan usaha secara teratur datam suatu kegiatan usaha tertentu 
untuk mencari keuntungan;

29. tndustri adatah kegiatan mengotah bahan baku menjadi bahan setengah 
jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi;

30. Perusahaan industri adaiah perusahaan yang bergerak datam bidang 
industri yang berada datam kawasan industri dan di tuar kawasan 
industri tetapi di datam Rencana Tata Ruang Witayah (RTRW), 
Penanaman Modat Datam Negeri (PMDN) / Penanaman Modat Asing 
(PMA) maupun Non Penanaman Modat Datam negeri (PMDN) / 
Penanaman Modat Asing (PMA);

31. Perpetakan adatah bidang tanah yang ditetapkan batas-batasnya 
sebagai satuan-satuan yang sesuai dengan rencana kota;

32. Kavting/persit adatah suatu perpetakan tanah, yang menurut 
pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat 
menidirkan bangunan;

33. Garis sempadan adatah garis yang ditarik pada jarak tertentu sejajar 
dengan as jatan yang merupakan batas antara bagian persit yang boteh 
dan tidak mendirikan bangunan, yang menentukan dan mengatur tetak 
suatu bangunan;

34. Garis Sempadan Bangunan yang setanjutnya disingkat GSB adatah 
jarak bebas minimum dari bidang tertuar dari suatu bangunan ke as 
jatan yang tidak boteh didirikan bangunan dan diukur dari dinding tertuar 
bangunan terhadap:
a. Batas tepi jatan atau rencana jatan;
b. Batas tepi sungai atau rencana sungai;
c. Batas tepi pantai;
d. Batas saturan atau rencana saturan;
e. Jaringan tistrik tegangan tinggi;
f. Batas tepi ret kereta api;
g. Batas mata air; dan/atau
h. Batas jaringan tetekomunikasi.

35. Jatan adatah semua jatan yang terbuka untuk tatu tintas umum, gang, jatan 
orang dan jatan kendaraan, tapangan dan pertamanan, termasuk puta 
pinggir-pinggir jatan tereng-tereng, trotoar saturan dan peratatan- 
peratatansemacam itu, diukur antara garis-garis sempadan pagar, 
setanjutnya tiap-tiap jatur tanah, yang menurut rencana pertuasan kota 
diperuntukkan buat jatan, dengan membuat sesuatu jatan dimaksudkan puta 
memperlebar sesuatu jatan, baik yang dibuat Pemerintah maupuan Swasta;

36. Tinggi bangunan adatah jarak yang diukur dari permukaan tanah sampai 
dengan titik teratas dari bangunan tersebut yang dinyatakan datam meter;



37. Ketinggian bangunan adatah jumtah tapis tantai penuh datam suatu 
bangunan atau ukuran tinggi bangunan yang dihitung dari tantai dasar 
atau permukaan tanah sampai dengan tantai tertinggi dinyatakan datam 
(jumtah) tantai;

38. Mendirikan bangunan adatah setiap kegiatan untuk mendirikan, 
membuat/mengubah, memperbaharui/memperbatki, menambah dan 
mempertuas bangunan;

39. Mengubah Bangunan adatah pekerjaan mengganti dan/atau menambah 
sebagian bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang 
berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut, 
metiputi:
a. Mengubah fungsi dan kegunaan;
b. Mengubah bentuk dan estetika;
c. Mengubah konstruksi; dan
d. Mengubah jaringan utititas,

40. Merobohkan Bangunan adatah meniadakan sebagian atau seturuh 
bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan/atau konstruksi;

41. Koefesien Dasar Bangunan yang setanjutnya disingkat KDB adatah 
rasio perbandingan tuas bangunan terhadap tuas bidang tanah;

42. Koefesien Lantai Bangunan yang setanjutnya disingkat KLB adatah 
angka persentase perbandingan antara tuas seturuh tantai bangunan 
gedung atau bangunan tainnya dan tuas tanah perpetakan/daerah 
perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata 
bangunan dan tingkungan;

43. Koefisien Daerah Hijau yang setanjtnya disingkat KDH adatah angka 
persentase perbandingan antara tuas seturuh ruang terbuka di tuar 
bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan 
dengan tuas tanah perpetakan/daerah perancanaan yang dikuasai 
sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan tingkungan;

44. Koefisien Tapak Basement yang setanjutnya disingkat KTB adatah 
angka persentase berdasarkan perbandingan antara tuas tapak 
basement dengan tuas tahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan 
yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan 
dan tingkungan;

45. tzin Mendirikan Bangunan yang setanjutnya disingkat )MB adatah izin yang 
diterbitkan untuk kegiatan mendirikan, memperbaiki, mempertuas dan 
mengubah suatu bangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

46. Permohonan tzin mendirikan Bangunan adatah permohonan yang 
ditakukan pemitik banguan gedung kepada pemerintah daerah untuk 
mendapatkan !MB;

47. Pemitik Bangunan Gedung adatah orang, badan hukum, ketompok 
orang, atau perkumputan, yang menurut hukum sah sebagai pemitik 
bangunan gedung;

48. Lingkungan Bangunan Gedung adatah tingkungan di sekitar bangunan 
gedung yang menjadi pertimbangan penyetenggaraan Bangunan 
gedung baik dari segi sosiat, budaya, maupun dari segi ekosistem;

49. Standar Teknis adatah estanjJar yang dibakukan sebagai estandar tata 
cara, estandar spesifikasi, dan estandar metode uji baik berupah 
Estandar Nasionta tndonesia maupun estandar intemacionat yang 
dibertakukan datam penyetenggaraan bangunan gedung;

50. Penyetenggaran Bangunan Gedung adatah bagian kegiatan 
pembangunan yang metiputi proses perencanaan teknis dan 
petaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, petestarian dan 
pembongkaran bangunan gedung;

51. Penyetenggara Bangunan Gedung adatah pemitik bangunan gedung, penyedia 
jasa konstruksi bangunan gedung, dan pengguna bangunan gedung;



52. Pengguna Bangunan Gedung adatah pemitik bangunan gedung 
dan/atau bukan pemitik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau 
mengetota bangunan gedung atau bagian bangunan hedung sesuai 
dengan fungsi yang ditetapkan;

53. Tim Ahti Bangunan Gedung adatah Tim yang terdiri dari para ahti yang 
terkait dengan penyetenggaraan bangunan gedung untuk memberikan 
pertimbangan teknis datam proses penetitian dokumen rencana teknis 
dengan masa penugasan berbatas, dan juga untuk memberikan 
masukan datam penyetesaian penyetenggaraan bangunan gedung 
tertentu yang susunan anggbtanya ditunjuk secara kasus per kasus 
disesuakan dengan komptesitas bangunan gedung tertentu tersebut;

54. tndeks Parameter adatah bitangan hasit koretasi matematis dari indeks 
kegiatan bangunan dan prasarana bangunan sebagai faktor penentu 
besaran nitai harga satuan retribusi;

55. Laik fungsi adatah suatu kondisi bangunan yang memenuhi persyaratan 
administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan 
yang ditetapkan;

56. Sertikat Laik Fungsi bangunan gedung yang setanjutnya disingkat SLF 
adatah sertifikat yang diterbitkan oteh Pemerintah Daerah kecuati untuk 
bangunan gedung fungsi khusus oteh Pemerintah untuk menyatakan 
ketaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif 
maupun teknis sebetum pemanfaatannya;

57. Perencanaan Teknis adatah proses membuat gambar teknis bangunan 
gedung dan ketengkapannya yang mengikuti tahapan perenana, 
pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas 
rencana arsitektur, rencana strktur, rencana mekanikat/etektrikat, 
rencana anggaran biaya, dan perhitungan teknis pendukung sesuai 
pedoman dan estandar teknis yang bertaku;

58. Pertimbangan teknis adatah pertimbangan dari tim ahti bangunan 
gedung yang disusuna secara tertutis dan profesionat terkait dengan 
pemenuhan persyaratan teknis banguan gedung baik datam proses 
pembangunan, pemanfaatan, petestarian, maupun pembongkaran 
bangunan gedung;

59. Persyaratan Teknis adatah persyaratan mengenai Struktur Bangunan, 
Keamanan, Kesetamatan, Kesehatan, Kenyamanan dan tain-tain yang 
berhubungan dengan rancangan bangunan, termasuk ketengkapan 
prasarana dan fasititas tingkungan serta disesuaikan dengan kebutuhan 
dan perkembangan dan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan;

60. Penyedian Jasa Konstruksi Bangunan Gedung adatah orang 
peraorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan tayanan 
jasa konstruksi bidang bangunan gedung metiputi perencana teknis, 
petaksana konstruksi, pengawas/manajemen konstruksi, termasuk 
pengkaji teknis bangunan gedung dan penyedia jasa konstruksi tainnya;

61. Rencana Tata Ruang Witayah setanjutnya disingkat RTRW adatah 
merupakan penyetaras strategis serta merupakan penjabaran kebijakan 
penataan ruang witayah Propinsi dengan kebijakan penataan ruang 
witayah Kabupaten Muna yang dituangkan ke datam struktur dan pota 
tata ruang witayah Kabupaten Muna;

62. Rencana Detait Tata Ruang Kawasan Perkotaan setanjutnya disingkat 
RDTRKP adatah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Witayah Kota ke 
daiam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan;

63. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan setanjutnya disingkat RTBL 
adatah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendatikan 
pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan 
tingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, 
ketentuan pengendatian rencana dan pedoman pengendatian 
petaksanaan;



64. Ruang Terbuka Hijau yang setanjutnya disingkat RTH adatah area 
memanjang/jataur dan/atau rpengetompok, yang penggunaannya tebih 
bersifat terbuka, tempat turrSbuh tanaman, baik yang tumbuh secara 
atamiah maupun sengaja ditanam;

65. tstatasi dan pertengkapan bangunan adatah instatasi dan pertengkapan 
bangunan, bangunan-bangunan dan atau pekaranagan yang digunakan 
untuk menunjang terciptanya unsur kenyamanan dan keselamatan 
datam bangunan;

66. Peresapan aitr adatah instatasi pembuanagn air timbah berasa! dari 
dapur, kamar mandi, dan air hujan;

67. Sumur resapan adatah instatasi untuk menumpang pembuangan air 
permukaan;

68. Pertandaan adatah suatu bangunan-bangunan yang berfungsi sebagai 
sarana informasi atau rektame;

69. Menara tetekomunikasi adatah bangunan-bangunan yang berfungsi 
sebagai ketengkapan perangkat tetekomunikasi yang desai/bentuk 
konstruksinya disesuaikan dengan kepertuan ketengkapan 
tetekomunikasi;

70. Anatisa mengenai Dampak Lingkungan yang setanjutnya disingka 
AMDAL adatah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha 
dan atau kegiatan yang direnacanakan pada tingkungan hidup yang 
dipertukan bagi proses pengambitan keputusan tentang 
penyetenggaraan usaha dan/atau kegiatan;

71. Upaya pengetotaan Lingkungan yang setanjutnya disingkat UKL adatah 
Rencana Kerja dan atau Pedoman Kerja yang berisi program 
pengetotaan tingkungan yang dibuat secara sepihak oteh pemrakarsa 
dan sifatnya mengikat;

72. Upaya Pemantauan Lingkungan yang setanjutnya disingkat UPL adatah 
Rencana Kerja dan/atau Pedoman kerja yang berisi program 
pemantauan tingkungan yang dibuat secara sepihak oteh pemrakarsa 
dan sifatnya mengikat;

73. Urat Pernyataan Pengetotaan Lingkungan yang setanjutnya disingkat 
SPPL adatah pernyataan yang dibuat oteh perusahaan industria yang 
sifatnya mengikat datam menunjang program pembangunan industria 
yang berwawasan tingkungan;

74. Ketinggian Bangunan adatah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana 
bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan;

75. Pemetiharaan adatah kegiatan menjaga keandatan bangunan gedung beserta 
prasarana dan sarananya agar bangunan gedung setatu taik fungsi;

76. Perawatan adatah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian 
bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana 
dan sarana agar bangunan gedung tetap taik fungsi;

77. Pemugaran bangunan gedung yang ditindungi dan ditestarikan adatah 
kegiatan memperbaiki, memutihkan kembati bangunan gedung ke 
bentuk astinya;

78. Petestarian adatah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemetiharaan 
bangunan gedung dan tingkurigannya untuk mengembatikan keandatan 
bangunan tersebut sesuai dengan astinya atau sesuai dengan keadaan 
menurut periode yang dikehendaki;

79. Pembongkaran adatah kegiatan membongkar atau merobohkan seturuh 
atau sebagaian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, 
dan/atau prasarana dan sarananya;

80. Peran masyarakat datam penyetenggaraan bangunan gedung adatah 
berbagai kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak 
dan keinginan masyarakat untuk memantau dan menjaga ketertiban, 
memberi masukan, menyampaikan pendapat dan pertimbangan, serta 
metakukan gugatan perwakitan berkaitan dengan penyetenggaraan 
bangunan gedung;



81. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan 
tembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, 
termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahti, yang 
berkepentingan dengan penyetenggaraan bangunan gedung;

82. Dengar pendapat pubtik adatah /bn/m diatog yang diadakan untuk 
mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat baik berupa 
pendapat, pertimbangan maupun usutan dari masyarakat baik berupa 
masukan untuk menetapkan kebijakan pemerintah daerah datam 
penyetenggaraan bangunan gedung;

83. Gugatan perwakitan adatah gugatan yang berkaitan dengan 
penyetenggaraan bangunan gedung yang diajukan oteh satu orang atau 
tebih yang mewakiti ketompok datam mengajukan gugatan untuk 
kepentingan mereka sendiri dan sekatigus mewakiti pihak yang 
dirugikan yang memitiki kesamaan fakta atau dasar hukum antara waki) 
ketompok dan anggota ketompok yang dimaksud;

84. Pembinaan penyetenggaraan bangunan gedung adatah kegiatan 
pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan datam rangka mewujudkan 
tata pemerintahan yang baik sehingga setiap penyetengaraan bangunan 
gedung dapat bertangsung tertib dan tercapai keandatan bangunan gedung 
yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum;

85. Pemberdayaan adatah kegiatan untuk menumbuhkembangkan 
kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran serta penyetenggara 
bangunan gedung dan aparat pemerintah daerah datam 
penyetenggaraan bangunan gedung;

86. Pengawasan adatah pemantauan terhadap petaksanaan penerapan 
peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya 
penegakan hukum;

87. Kadatuwarsa adatah suatu atat untuk memperoteh sesuatu atau untuk 
dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang 
ditentukan oteh Undang-undang;

88. Penyidik Pegawai Negeri Sipit yang setanjutnya disingkat PPNS adatah 
Penyidik Pegawai Negeri Sipit tertentu di tingkungan Pemerintah Daerah 
yang diberi wewenang khusus oteh Undang-Undang untuk metakukan 
penyidikan terhadap petanggaran Peraturan Daerah;

89. Standar Nasionat tndonesia yang setanjutnya disingkat StN adatag 
standar mutu nacionat yang ditetapkan oteh tembaga yang berwenang.

BAB)!
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG UNGKUP

Pasa! 2

Maksud pengaturan bangunan gedung adatah pengendatian pembangunan
yang bertandaskan asas kemanfaatan, kesetamatan, kenyaman,
keseimbangan, serta keserasian bangunan gedung dengan tingkungannya.

Pasa) 3

Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk :
a. Mewujudkan bangunan yang funsionat dan sesuai dengan tata bangunan 

yang serasi dan setaras dengan tingkungannya;
b. Mewujudkan tertib penyetenggaraan banguna gedung yang menjamin 

keandatan teknis bangunan dari segi kesetamatan, kesehatan, 
kenyamanan dan kemudahan; dan

c. Mewujudkan kepastian hukum datam penyetenggaraan bangunan.



Ruang tingkup daiam Peraturan Daerah metiputi:
a. Wewenang, tanggung jawab dan Kewajiban;
b. Fungsi bangunan gedang;
c. Persyaratan bangunan gedung;

d. Penyetenggaraan Banguna Gedung;
e. Peran Masyarakat;
f. Pembinaan Penyetenggaraan Bangunan Gedung;
g. Sistem tnformasi dan Data; dan
h. Sanksi.

BAB!!!
WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJ!BAN

Pasa! 5

Datam penyetenggaraan bangunan gedung, Bupati berwenang untuk :
a. Menerbitkan ijin sepanjang persyatan teknis dan administratif sesuai 

dengan ketentuan yang bertaku;
b. Menghentikan atau menutup kegiatan pembangunan pada suatu 

bangunan yang betum memenuhi persyaratan sebagaiamana dimaksud 
pada huruf a, sampai yang bertanggung jawab atas bangunan tersebut 
memenuhi persyaratan yagn ditetapkan;

c. Memerintahkan untuk metakukan .perbaikan-perbaikan terhadap bagian 
bangunan, bangunan-bangunan dan pekarangan ataupun suatu 
tingkungan yang membahayakan untuk pencegahan terhadap gangguan 
keamana, kesehatan dan kesetamatan;

d. Memerintahkan, menyetujui atau menotak ditakukannya pembangunan, 
perbaikan atau pembongkaran sarana atau prasarana tingkungan oteh 
pemitik bangunan atau tahan;

e. Menetapkan kebijaksanaan terhadap tingkungan khusus atau tingkungan 
yang dikhususkan dari ketentuan-ketentuan yang diatur datam Peraturan 
Daerah ini dengan mempertimbangkan keserasian tingkungan dan/atau 
keamanan Negara;

f. Menetapkan bangunan tertentu untuk menampitkan arsitektur yang berjati 
diri tndonesia;

g. Menetapkan prosedur dan persyaratan serta teknis tentang penampitan 
bangunan-bangunan;

h. Menetapkan sebagian bidang perkarangan atau bangunan untuk 
penempatan, pemasanagan dan pemetiharaan sarana atau prasarana 
tingkungan kota demi kepentingan umum;

i. Memberikan insentif dan disinsentif bentuk penataan dan pembinaan.

Pasa! 6

Berdasarkan wewenang sebagaimana dimaksud datam Pasat 5, maka
Bupati bertanggung jawab atas :
a. Petaksanaan penyetenggaraan Banguan Gedung;
b. Perumususan kebijakan di bidang penyetenggaraan bangunan gedung 

dan bangun bangunan;
c. Petayanan pengaduan dan fasititasi penyetesaian kasus dan/atau 

sengketa bangunan gedung dan bangun bangunan;
d. Petaksanaan pengawasan, pengendatian dan penegakkan hukum datam 

penyelenggaraan bangunan gedung dan bangun bangunan;
e. Petaksanaan pertindungan dan petestarian Bangunan Cagar Budaya;
f. Pengetotaan Sistem tnformasi bangunan gedung dan bangun bangunan; dan
g. Pemberdayaan masyarakat datam penyetenggaraan bangunan gedung 

dan bangun bangunan.



Datam rangka penyetenggaraan bangunan gedung, bupati berkewajiban :
a. Memberikann informasi setuas-tuasnya tentang penyetenggaraan 

bangunan gedung danJbanguna bangunan;
b. Mengetota informasi penyetenggaraan bangunan gedung dan bangun 

bangunan sehingga mudah diakses oteh masyarakat;
c. Menerima, menampung dan menindaktanjuti aspirasi masyarakat 

berkaitan dengan penyetenggaraan bangunan gedung dan bangun 
bangunan;

d. Menerima dan menindaktanjuti pengadua atau taporan atau masatah 
penyetenggaraan bangunan jgedung dan bangun bangunan sesuai 
dengan prosedur yang bertakufdan

e. Metaksanakan penegakkan hukum sesuai peraturan perundang- 
undangan yang bertaku.

BAB !V
FUNGS! BANGUNAN GEDUNG 

Bagian pertama 
Umum 
Pasa! 8

Fungsi bangunan gedung dan/atau bangun bangunan merupakan ketetapan
pemenuhan persyaratan teknis bangunan, baik ditinjau dari segi tata
bangunan dan tingkungannya, maupun keandatan bangunannya.

Pasa! 9

(1) Fungsi bangunan gedung di witayah Kabupaten Muna, digotongkan 
datam fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosiat dan budaya, serta 
fungsi khusus;

(2) Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
metiputi bangunan untuk rumah tinggat tunggat, rumah tinggat darurat, 
rumah susun, dan rumah tinggat sementara;

(3) Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) metiputi mesjid, gereja, pura, wihara, dan ketenteng;

(4) Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
metiputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, 
perindustrian, perhotetan, wisata dan rekreasi, termina), dan 
penyimpanan, menara tetekomunikasi dan bangunan pertandaan;

(5) Bangunan gedung fungsi sosiat dan budaya sebagimana dimaksud pada 
ayat (1) metiputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, 
petayanan kesehatan, taboratorium dan petayanan umum;

(6) Bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) metiputi bangunan g&tung untuk reaktor nuktir, instatasi 
pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan 
oteh menteri.

(7) Satu bangunan gedung dapat memitiki tebih dari satu fungsi;
(8) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud datam ayat (1) 

harus sesuai dengan peruntukan tokasi yang diatur datam Peraturan 
Daerah tentang rencana tata ruang witayah Kabupaten Muna;

(9) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oteh Pemerintah Daerah dan dicantumkan datam izin 
mendirikan bangunan;

(10) Perubahan fungsi bangunan gedung yang tetah ditetapkan 
sebagaimana dimaksud datam ayat (9) harus mendapatkan 
persetujuan dan penetapan kembati oteh Bupati.



Bagian Kedua 
Penetapan Fungsi dan Kiasifikasi Bangunan Gedung

Pasa! 10

(1) Fungsi bangunan^gedung sebagaimana dimaksud datam Pasa) 9, 
diktasifikasikan berdasarkan tingkat kompteksitas, tingkat permanensi, 
tingkat resiko kebakaran, zonasi gempa, tokasi ketinggian, dan/atau 
kepemitikan.

(2) Kiasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat kompteksitas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan atas ktasifikasi:
a. sederhana;
b. tidak sederhana; dan
c. khusus.

(3) Ktasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat permanensi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan atas ktasifikasi:
a. bangunan gedung permanen;
b. bangunan gedung semi permanen; dan
c. bangunan gedung darurat atau sementara.

(4) Ktasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat resiko kebakaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan atas ktasifikasi:
a. bangunan gedung tingkat risiko kebakaran tinggi;
b. bangunan gedung tingkat risiko kebakaran sedang; dan
c. bangunan gedung tingkat risiko kebakaran rendah.

(5) Ktasifikasi bangunan gedung berdasarkan pada zonasi gempa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), metiputi tingkat zonasi gempa 
yang ditetapkan oteh instansi yang berwenang.

(6) Ktasifikasi bangunan gedung berdasarkan tokasi, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dibedakan atas ktasifikasi:
a. bangunan gedung di tokasi padat;
b. bangunan gedung di tokasi sedang; dan
c. bangunan gedung di tokasi renggang.

(7) Ktasifikasi bangunan gedung berdasarkan ketinggian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dibedakan atas ktasifikasi:
a. bangunan gedung bertingkat tinggi dengan jumtah tantai tebih dari 5 

(tima) tantai;
b. bangunan gedung bertingkat sedang dengan jumtah tantai 3 (tiga) 

sampai dengan 5 (tima) tantai; dan
c. bangunan gedung bertingkat rendah dengan jumtah tantai 1 (satu) 

sampai dengan 3 (tiga) tantai.
(8) Ktasifikasi bangunan gedung berdasarkan kepemitikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dibedakan atas ktasifikasi:
a. bangunan gedung mitik negara;
b. bangunan gedung mitik badan usaha; dan
c. bangunan gedung mitik perorangan.

Bagian Ketiga 
Perubahan Fungsi Bangunan Gedung 

Pasa! 11

(1) Fungsi dan ktasifikasi banguan gedung dapat diubah metatui 
permohonan tMB;

(2) Perubahan fungsi dan ktasifikasi bangunan gedung diusutkan oteh 
pemitik datam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan 
peruntukan tokasi yang diatur datam rencana tata ruang kota;

(3) Perubahan fungsi dan penggunaan bangunan ruang suatu bangunan 
atau bagian dari bangunan gedung dapat dizinkan apabita masih 
memenuhi ketentuan penggunaan jenis bangunan gedung dan dapat 
menjamin keaman dan kesetamatan bangunan gedung;



(4) Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung yang menjamin 
perubahan, perbaikan, pertuasa,, dan/penambahan, tidak boteh 
menyebabkan berubahnya fungsi dan/atau penggunaan utama, karakter 
arsitektur dan kekokokhan/keandatan bangunan, serta tidak boteh 
mengurangi atau mengganggu fungsi aksesbititas pada tingkungan;

(5) Perubahan fungsi dan ktasifikasi bangunan gedung harus diikuti 
dengan pemenuhan persyaratan administrative dan persyaratan teknis 
bangunan gedung;

(6) Perubahan fungsi dan ktasifikasi bangunan gedung ditetapkan oteh 
pemerintah daerah datam ijin mendirikan bangunan gedung, kecuati 
bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan oteh Pemerintah.

BABV
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG 

Bagian Pertama 
Umum 

Pasa! 12

(1) Setiap bangunan gedung harus dibangun, dimanfaatkan, ditestarikan, dan 
atau dibongkar sesuai dengan persyaratan bangunan gedung, yang diatur 
datam Undang-undang No. 28 tentang Bangunan Gedung dan peraturan 
peiaksanaannya termasuk pedoman dan standar teknisnya;

(2) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi agar 
bangunan dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan,

(3) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan teknis, baik 
persyaratan tata bangunan maupun persyaratan keandatan bangunan 
gedung, agar bangunan gedung taik fungsi dan tayak huni, serasi dan 
setaras dengan tingkungannya;

(4) Pemenuhan persyaratan teknis disesuaikan dengan fungsi, ktasifikasi, 
dan tingkat permanensi bangunan gedung.

Bagian Kedua 
Persyaratan Administratif Bangunan Gedung 

Paragraf 1 
Umum 

Pasa! 13

(1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi 
yang metiputi:
a. Status hak atas tanah, dan atau izin pemanfaatan dari pemegang 

hak atas tanah.
b. Status kepemitikan bangunan gedung, dan
c. tzin mendirikan bangunan gedung.

(2) Setiap orang dapat memitiki bangunan gedung atau bagian bangunan gedung.
(3) Pemerintah Daerah metakukan pendataan bangunan gedung untuk 

kepertuan tertib pembangunan dan pemanfaatan.

Paragraf 2 
Status Hak Atas Tanah 

Pasa! 14

(1) Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud datam Pasat 13 ayat (1) huruf
a, adatah penguasaan atas tanah yang diwujudkan datam bentuk sertifikat 
sebagai tanda bukti penguasaan / kepemitikan tanah, seperti hak mitik, 
HGB, HGU, HPL, dan hak pakai, atau status tanah tainnya yang berupa 
girik, pe#7t//f, akta jua! be!i dan akta/bukti kepemitikan tainnya;

(2) !zin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud 
da!am Pasat 4 ayat (1) huruf a pada prinsipnya merupakan persetujuan 
yang dinyatakan datam perjanjian tertu!is antara pemegang hak atas tanah 
atau pemitik tanah dan pemilik bangunan gedung.



Paragraf 3 
Status Kepemitikan Bangunan Gedung 

Pasa! 15

(1) Status kepemitikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud datam 
Pasat 13 ayat (1) huruf b merupakan surat keterangan bukti 
kepemitikan bangunan gedung yang diketuarkan oteh Pemerintah 
Daerah berdasarkan hasit kegiatan pendataan bangunan gedung;

(2) Pendataan, termasuk pendataan bangunan gedung, ditakukan pada 
saat proses perizinan mendirikan bangunan gedung dan secara 
periodik, yang dimaksudkan untuk kepertuan tertib pembangunan dan 
pemanfaatan bangunan gedung, memberikan kepastian hukum 
tentang status kepemitikan bangunan gedung, dan sistem informasi;

(3) Berdasarkan pendataan bangunan gedung, sebagai petaksanaan dari 
asas pemisahan horizonta), setanjutnya pemitik bangunan gedung 
memperoteh surat keterangan kepemitikan bangunan gedung dari 
Pemerintah Daerah;

(4) Datam hat terdapat pengatihan hak kepemitikan bangunan gedung, 
pemitik yang baru wajib memenuhi ketentuan Peraturan Perundang- 
Undangan.

Paragraf 4 
!zin Mendirikan Bangunan 

Pasa! 16

(1) tzin Mendirikan Bangunan (tMB) dimaksud datam Pasat 13 ayat (1) 
huruf c, adatah izin yang diberikan kepada orang pribadi, atau badan 
dan Pemerintah untuk mendirikan bangunan;

(2) tMB dimaksudkan untuk mengendatikan pembangunan dan 
pemanfaatan bangunan gedung, dengan tujuan terjaminnya 
kesetamatan penghuni dan tingkungan serta tertib pembangunan;

(3) Setiap orang sebetum mendirikan bangunan gedung di witayah daerah 
diwajibkan mengajukan permohonan kepada Bupati untuk 
mendapatkan !MB;

(4) Disamping tMB yang dimaksud ayat (3) pasat 16 juga dikenakan 
terhadap bangunan yang tetah ada tetapi betum memitiki )MB.

Pasa! 17

Untuk memperoteh !MB yang berkepentingan atau kuasanya wajib 
mengajukan permohonan secara tertutis kepada Bupati me)a)ui Kepata 
Dinas yang berwenang dibidang bangunan atau pejabat tain yang ditunjuk 
untuk itu.

Pasa! 18

Surat permohonan tMB dimaksud datam pasat 17 ditengkapi dengan 
persyaratan sebagai berikut:
a. Syarat umum

1. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. foto copy/satinan akta pendirian untuk pemohon berbadan hukum;
3. surat kuasa pengurusan apabita dikuasakan; dan
4. foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB tahun 

terakhir.
b. Syarat administratif

1. foto copy tanda bukti kepemitikan tanah/penguasaan tanah;
2. surat perjanjian penggunaan tanah bagi pemohon yang 

menggunakan tanah bukan mitiknya;
3. foto copy status kepemitikan tanah;



4. foto copy !MB tama dan fotocopi Sertifikat !aik Fungsi (SLF) tama, 
khusus untuk pengajuan tMB pertuasan dan atau tambahan dan/atau 
perubahan bangunan,

c. Syarat teknis:
1. KRK;
2. gambar rencana tehnis bangunan;
3. gambar dan perhitungan konstruksi beton/baja/kayu apabita 

bertingkat dan memitiki bentang besar;
4. data hasit penyetidikan tanah bagi yang disyaratkan;
5. hasit kajian tingkungan bagi bangunan gedung yang diwajibkan, 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan;
6. persyaratantain yang diperlukan sesuai spsesifikasi bangunan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa! 19

(1) Kepata Dinas atau Pejabat tain yang ditunjuk untuk itu mengadakan 
penetitian ketengkapan persyaratan permohonan tMB dimaksud datam 
pasat 18 Peraturan Daerah ini);

(2) Jika persyaratan tetah tengkap dan benar, permohonan diterima dan 
diberikan tanda bukti penerimaan, kemudian diumumkan dan 
ditempatkan pada tempat yang mudah ditihat dan dibaca oteh umum 
setama 14 han ketja;

(3) Datam jangka waktu 14 hari ketja setetah permohonan diterima, pejabat 
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasat ini menetapkan besarnya 
retribusi yang wajib dibayar;

(4) Berdasarkan penetapan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat
(3) pasat ini, pemohon membayar retribusi;

(5) Setetah metunasi retribusi sebagaimana dimaksud ayat (4) pasat ini 
pemohon dapat metaksanakan pembangunan bangunan secara fisik;

(6) Setetah Bangunan setesai pemohon wajib menyampaikan taporan 
secara tertutis ditengkapi dengan:
a. Berita Acara Pemeriksaan dari pengawas yang tetah diakreditas;
b. Gambar Siap Bangun (as buitd drawings);
c. Rekaman bukti pembayaran retribusi.

Pasa! 20

Apabita permohonan tMB dikabutkan, maka asti tMB sebagimana dimaksud 
ayat (4) pasa! 19 Peraturan Daerah ini diberikan kepada pemohon sebagai 
suatu dokumen resmi untuk dapat metaksanakan pembangunan sekatigus 
bertaku sebagai bukti pemitikan dan penggunaan bangunan.

Pasa! 21

Surat !MB sebagaimana dimaksud ayat (4) pasat 19 Peraturan Daerah ini 
hanya diberikan kepada pemohon yang tetah metunasi pembayaran tarif 
yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasat 19 Peraturan 
Daerah ini.

Pasa! 22

(1) Surat tMB diketuarkan atas nama pemohon dan tidak bisa diatihkan 
kepada pihak tain kecuaji dengan izin Bupati, izin terebut harus dicatat 
datam kegiatan tMB yang setanjutnya diberikan kepada pemohon 
sebagai tanda bukti pemitikan tMB;

(2) Pengatihan !MB sebagaimana dimaksud ayat (1) pasat ini akan 
ditetapkan oteh Bupati.



tMB dimaksud datam pasat 22 Peraturan Daerah ini dianggap sebagai 
pemberian hak kepada pemohon untuk membangun disamping mengikat 
pemohon untuk memenuhi segata syarat-syarat yang dicantumkan datam tMB.

Pasa! 24
i

(1) Penyimpangan dari ketentuan yang tersebut datam Surat Keputusan 
tMB tidak diperkenankan, kecuati tetah mendapatkan izin dari Bupati 
tentang adanya perubahan dimaksud;

(2) Bupati dapat memerintahkan kepada Kepata Dinas atau Pejabat tain 
yang tunjuk untuk itu supaya merombak atau tidak meneruskan 
pekerjaan apabita petaksanaan pembangunan tersebut tidak sesuai 
atau bertentangan dengan ketentuan yang termuat datam Surat 
Keputusan tMB dengan tidak memberikan ganti rugi.

Pasa! 25

Untuk memudahkan petaksanaan pemeriksaan bangunan baik dari petugas 
Dinas maupun pejabat yang ditunjuk untuk itu, maka sewaktu-waktu dapat 
meminta pemohon agar dapat menunjukan bukti tMB.

Pasa! 26

Kegiatan yang tidak memertukan tMB adatah :
a. pekerjaan yang termasuk datam pemetiharaan/perbaikan ringan 

bangunan gedung yang tidak merubah denah bangunan, bentuk 
arsitektur dan sruktur bangunan kecuati bangunan yang ditestarikan;

b. membuat tubang-tubang ventitasi, penerangan dan sebagainya yang 
tuasnya tidak tebih dari 1 M2 (satu) meter persegi dengan sisi mendatar 
terpanjang tidak tebih dari 2 (dua) meter;

c. membuat kotam hias, taman dan patung-patung, tiang bendera 
dihataman pekarangan rumah;

d. mendirikan kandang binatang petiharaan yang tidak menimbutkan 
gangguan bagi kesehatan dihataman betakang dengan votume ruang 
tidak tebih dari 12 m2 (dua betas meter kubik);

e. bangunan sementara atau darurat.

Pasa! 27

Permohonan tMB dapat ditotak atau tidak dapat diberikan apabita :
a. Berdasarkan hasit pemeriksaan oteh pejabat yang ditunjuk oteh Bupati 

ternyata bangunan yang tetah/akan dibangun tidak dapat memenuhi 
syarat-syarat administratif dan syarat-syarat teknis bangunan 
sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini;

b. Setetah datam jangka waktu dimaksud datam pasat 19 ayat (2) 
Peraturan Daerah ini tidak diajukan keberatan oteh pihak ketiga 
berdasarkan atasan-atasan yang dapat diterima oteh Bupati yang 
menurut pertimbangan bahwa atasan tersebut tidak sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang bertaku dan atau tidak sesuai 
dengan perasaan keaditan yang dapat dipertanggung jawabkan.



Pertimbangan-pertimbangan permohonan iMB harus disesuaikan 
dengan:
a. Rencana pertuasap kota dan perkembangan pembangunan Desa / 

Keturahan;
b. Perkembangan dan pertumbuhan Daerah menghadapi masa-masa 

mendatang;
c. Keindahan, kesehatan dan ketertiban pembangunan baik di !bu Kota 

Kabupaten maupun di Desa-Desa / Keturahan;
d. Keamanan pemakai bangunan termasuk didaiamnya bahaya api;
e. Kekuatan dan keutuhan bangunan.

Pasa! 29

(1) Pekerjaan pembangunan yang ditaksanakan berdasarkan atas tMB 
setatu berada datam pengawasan Kepata Dinas Pekerjaan Umum 
dan atau pejabat tain yang ditunjuk untuk itu sejak permutaan 
pembangunan sampai setesai.

(2) Datam menjatankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud 
datam ayat (1) pasat ini pejabat tersebut berwewenang memberikan 
petunjuk untuk kepentingan pembangunan itu sendiri.

Pasa! 30

Pemegang tMB setama datam waktu petaksanaan pembangunan wajib 
mentaati segata ketentuan yang dimaksud datam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga 
Persyaratan Tata Bangunan Gedung 

Paragraf 1 
Umum 

Pasa! 31

Persyaratan tata Bangunan sebagaimana dimaksud datam pasat 12 ayat
(4) metiputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, 
arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendatian dampak 
tingkungan.

Paragraf 2 
Pengendatian Perencanaan Pembangunan 

Pasa! 32

(1) Setiap perencanaan dan rancangan bangunan gedung dan bangun 
bangunan harus mempetimbangkan segi keamanan, kesetamatan, 
kenyaman, keserasian bangunan dan tingkungan baik dari segi 
arsitektur, konstruksi, instatasi dan pertengkapan bangunan termasuk 
keamanan datam pencegahan dan penanggunatangan kebakaran 
serta mengikuti pedoman dan estandar teknis yang bertaku;

(2) Perencanaan dan rancangan bangunan gedung dan bangun 
bangunan harus ditakukan dan dipertanggungjawabkan oteh para 
ahti, sesuai bidangnya masing-masing dapat terdiri atas :
a. Perencana arsitektur
b. Perencana struktur;
c. Perencana mekanikat dan etektrikat;
d. Ahti tingkungan; dan/atau
e. Ahti yang sesuai dengan sifat bangunannya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oteh Bupati.



Bagian Kedua
Persyaratan Peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung

Pasa! 33

(1) Persyaratan peruntukan sebagaimana dimaksud daiam Pasai 17 
merupakan persyaratan peruntukan tokasi yang bersangkutan sesuai 

dengan RTRW, RDTRK, dan/atau RTBL;
(2) Persyaratan intensitas bangunan gedung sebagaimana dimaksud 

datam Pasat 24 metiputi persyaratan kepadatan, ketinggian, dan jarak 
bebas bangunan gedung yang ditetapkan untuk tokasi yang 
bersangkutan.

Paragraf 1 
Peruntukan Lokasi 

Pasa! 34

(1) Pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung harus sesuai 
dengan peruntukan tokasi yang diatur datam:
a. Rencana Tata Ruang Witayah Kabupaten Muna;
b. Rencana Detait Tata Ruang Bagian Witayah Kota;
c. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk tokasi yang 

bersangkutan.
(2) Peruntukan tokasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

peruntukan utama, sedangkan apabita pada bangunan tersebut 
terdapat peruntukan penunjang agar berkonsultasi dengan Dinas 
Pekerjaan Umum;

(3) Setiap pihak yang memeriukan informasi tentang peruntukan tokasi 
atau ketentuan tata bangunan dan tingkungan tainnya, dapat 
memperotehnya secara cuma-cuma pada Dinas Pekerjaan Umum;

(4) Untuk pembangunan di atas jatan umum, saturan, atau sarana tain, 
atau yang metiputi sarana dan prasarana jaringan kota, atau di 
bawah atau di atas air, atau pada daerah hantaran udara (transmisi) 
tegangan tinggi, harus mendapat persetujuan khusus dari Bupati.

Paragraf 2 
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Pasa! 35

(1) Setiap bangunan gedung yang dibangun dan dimanfaatkan harus 
memenuhi kepadatan bangunan yang diatur datam Koefisien Dasar 
Bangunan (KDB) sesuai yang ditetapkan untuk tokasi/ kawasan yang 
bersangkutan;

(2) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) ditentukan atas dasar kepentingan 
petestarian tingkungan/resapan air pemukaan tanah dan pencegahan 
terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi bangunan, 
kesetamatan dan kenyamanan bangunan;

(3) Ketentuan besarnya KDB pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana 
Tata Ruang Kota atau yang diatur datam Rencana Tata Ruang 
Bangunan dan Lingkungan untuk tokasi yang sudah memitikinya, atau 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertaku;

(4) Setiap bangunan umum apabita tidak ditentukan tain, ditentukan KDB 
sama dengan tuas tantai Bangunan dibagi Luas Kapting kati 100 persen;

(5) Dalam hal terjadi perubahan RTRW, RDTRK dan atau RTBL yang 
mengakibatkan perubahan tokasi, maka fungsi bangunan gedung 
yang tidak sesuai dengan peruntukan baru harus di sesuaikan;

(6) Terhadap kerugian yang timbut akibat perubahan peruntukan tokasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah daerah 
memberikan penggantian yang tayak kepada pemitik bangunan 
gedung sesuai dengan Paraturan Perundang-Undangan.



Paragraf 3 
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Pasa! 36

(1) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) ditentukan atas dasar kepentingan 
petestarian tingkungan/resapan air permukaan tanah dan 
pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, 
fungsi peruntukan, fungsi bangunan, kesetamatan dan kenyamanan 
bangunan, kesetamatan dan kenyamanan umum;

(2) Ketentuan besarnya KLB pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana 
Detait Tata Ruang Bagian Witayah kabupaten atau sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertaku;

(3) Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boteh meianggar 
ketentuan jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan datam 
RTRW kabupaten, RDTRK, dan/atau RTBL;

(4) Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkan datam bentuk :
a. GSB gedung dengan ^as jatan, tepi sungai, tepi pantai, jatan 

kereta api, dan/atau janngan tegangan tinggi; dan
b. jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persit, jarak 

antar bangunan gedung, dan jarak antara as jatan dengan pagar 
hataman yang diizinkan pada tokasi yang bersangkutan, yang 
dibertakukan per kaveting, per persit, dan/atau per kawasan.

(5) Penetapan garis sempadan bangunan gedung dengan tepi jatan, tepi 
sungai, tepi pantai, tepi danau, jatan kereta api, dan/atau jaringan 
tegangan tinggi didasarkan pada pertimbangan kesetamatan dan 
kesehatan;

(6) Penetapan jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persit, 
dan jarak antara as jatan dan pagar hataman yang diizinkan pada 
tokasi yang bersangkutan harus didasarkan pada pertimbangan 
kesetamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;

(7) Penetapan jarak bebas bangunan gedung atau bagian bangunan 
gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah didasarkan pada 
jaringan utititas umum yang ada atau yang akan dibangun;

(8) Ketentuan tebih tanjut mengenai tata cara penentuan besaran jarak 
bebas bangunan gedung diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4 
Koefisien Daerah Hijau (KDH)

Pasa! 37

(1) Koefisien Daerah Hijau (KDH) ditentukan atas dasar kepentingan 
petestarian tingkungan/resapan air permukaan tanah;

(2) Ketentuan besarnya KDH pada ayat (1) disesuaikan dengan 
Rencana Tata Ruang Witayah Kota atau sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang bertaku;

(3) Setiap bangunan umum apabita tidak ditentukan tain, ditentukan KDH 
minimum 30%.

Paragraf 5 
Ketinggian Bangunan 

Pasa! 38

(1) Ketinggian permukaan tantai dasar bangunan ditetapkan pating 
rendah 15 cm (tima betas sentimeter) di atas titik tertinggi permukaan 
pekarangan, atau pating tinggi 50 cm (tima putuh sentimeter) di atas 
titik tertinggi permukaan jatan yang berbatasan;

(2) Pada bangunan khusus/monumentat tinggi tantai dasar suatu 
bangunan pating tinggi 120 cm (seratus dua putuh sentimeter) diatas 
titik tertinggi permukaan jatan yang berbatasan;



(3) Apabita tinggi tanah pekarangan terdapat kemiringan yang curam atau 
perbedaan yang tinggi antara jatan dengan tanah asti suatu perpetakan, 
maka tinggi tantai dasar ditetapkan oteh Dinas dengan memperhatikan 
pertimbangan teknis dari Tim Ahti Bangunan Gedung;

(4) Penetapan ketinggian permukaan tantai dasar bangunan tidak boteh 
merusak keserasian tingkungan dan/atau merugikan pihak tain;

(5) Pada daerah rawan banjir/rob ketinggian tantai dasar bangunan 
ditetapkan pating rendah 50 cm (tima putuh sentimeter) diatas muka 
air taut pasang tertinggi; ,

(6) Pencapaian kettnggian tantai dasar bangunan sebagaimana 
dimaksud ayat (5) dapat ditakukan dengan timbunan atau tantai 
konstruksi / bangunan panggung;

(7) Timbunan pada daerah rawan banjir/rob ditentukan pating tinggi 50 
cm diatas permukaan jatan;

(8) Apabita pencapaian ketinggian tantai dasar sebagaimana ayat (5) tidak 
dapat ditakukan dengan timbunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), ditentukan dengan tantai konstruksi/bangunan panggung;

(9) Daerah-daerah rawan banjir/rob sebagaimana dimaksud pada ayat 
5 (tima) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(10) Ketinggian bangunan deret maksimum 4 (empat) tantai dan 
setebihnya harus berjarak dengan persit tetangga.

Pasa! 39

(1) Ketinggian Bangunan Gedung ditentukan sesuai dengan rencana 
tata ruang .

(2) Ketinggian Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditentukan berdasarkan:
a. kapasitas jatan;
b. fungsi bangunan;
c. kemampuan pengendatian bahaya kebakaran;
d. besaran dan bentuk persit;
e. keserasian kawasan;
f. kesetamatan bangunan;
g. daya dukung tahan; dan
h. Kawasan Kesetamatan Operasi Penerbangan (KKOP).

(3) Tinggi Bangunan Gedung tidak boteh metewati garis potongan 60° 
(enam putuh derajat) dari as jatan yang berbatasan.

(4) Ketinggian Bangunan Gedung Berderet pating tinggi 3 (tiga) tantai, 
untuk tantai 1 (satu) dan 2 (dua) dapat berimpit dan tantai 3 (tiga) 
harus betjarak dengan persit tetangga.

(5) Ketinggian Bangunan Qedung dan Bangun Bangunan pada 
Kawasan Kesetamatan Operasi Penerbangan (KKOP), harus 
memenuhi persyaratan Batas-batas Kesetamatan Operasi 
Penerbangan (BKOP).

Pasa! 40

Tinggi ruang dari tantai penuh ke tantai penuh berikutnya pating tinggi 5 
m (tima meter) dan pating rendah 3 m (tiga meter).
(1) Bangunan tempat ibadah, gedung pertemuan, gedung pertunjukan, 

gedung sekotah, bangunan monumenta), gedung otah raga, 
bangunan serbaguna dan bangunan gedung sejenis tainnya 
dikecuatikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tinggi ruang utititas di atas atap (penthouse), tidak boteh metebihi 
2,40 m (dua koma empat putuh meter) diukur secara vertikat dari 
piat atap bangunan, sedangkan untuk ruang mesin iift atau 
kepertuan teknis tainnya diperkenankan tebih disesuaikan dengan 
kepertuannya.



Pasa! 41
Tinggi pagar batas pekarangarjt samping dan betakang untuk bangunan 
renggang pating tinggi 3 m (tiga meter) di atas permukaan tanah 
pekarangan dan apabita pagar tersebut merupakan dinding bangunan 
bertingkat atau berfungsi sebagai pembatas pandangan, maka tinggi 
tembok pating tinggi 7 m (tujuh meter) dari permukaan tanah pekarangan.
(1) Apabita terdapat perbedaan ketinggian permukaan tanah pekarangan 

antara satu kavting dengan kavting yang bersebetahan tebih dari 2 m 
(dua meter), maka harus ditengkapi dengan konstruksi penahan tanah;

(2) Konstruksi penahan tanah sebagaimana ayat 2 (dua) harus disertai 
perhitungan konstruksi termasuk memperhitungkan beban pagar;

(3) Tinggi pagar pada GSJ dengan GSB pada bangunan rumah tinggat 
pating tinggi 1,50 m (satu koma tima putuh meter) diatas permukaan 
tanah, dan untuk bangunan bukan rumah tinggat termasuk untuk 
bangunan industri pating tinggi 2,50 m (dua koma tima putuh meter) 
diatas permukaan tanah pekarangan serta disesuaikan pagar 
seketitingnya;

(4) Pagar pada GSJ sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) pasat 
ini, harus tembus pandang kecuati untuk bagian bawahnya pating 
tinggi 50 cm (tima putuh sentimeter) diatas permukaan tanah 
pekarangan dapat tidak tembus pandang;

(5) Pagar pada kapting posisi sudut, harus membentuk radius/serongan 
dengan mempertimbangkan fungsi jalan dan keleluasaan pandangan 
menyamping tatu tintas.

Pasa) 42

Pintu pekarangan harus membuka kedatam dan/atau tidak boteh metebihi GSJ.
(1) Letak pintu pekarangan untuk kendaraan bermotor roda empat pada 

persit sudut untuk bangunan rumah tinggat pating rendah 8 m 
(detapan meter) dan untuk bangunan bukan rumah tinggat pating 
rendah 20 m (duaputuh me^er) dihitung dari titik betok tikungan;

(2) Bagi persit kecit yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) pasat ini, tetak pintu pagar untuk kendaraan 
bermotor roda empat adatah pada satah satu ujung batas 
pekarangan;

(3) Oprit jatan ketuar/masuk tidak boteh menggunakan ruang mitik jatan;
(4) Untuk bangunan tunggat tebar jatan masuk pekarangan pating tinggi 

50% (tima putuh persen) dari tebar persit.

Paragraf 6 
Garis Sempadan Sungai Bertanggu)

Pasa! 43

(1) Garis Sempadan Sungai Bertanggu) ditetapkan minimat 3 (tiga) meter 
disebetah )uar sepanjang kaki tanggut;

(2) Garis Sempadan Pagar ditepi sungai bertanggu) ditetapkan minimat 3 
(tiga) meter diukur dari sebetah tuar sepanjang kaki tanggut;

(3) Garis Sempadan Bangunan ditepi sungai bertanggu) ditetapkan 
minimat 8 (detapan) meter dari sebetah tuar sepanjang kaki tanggut;

(4) Khusus Garis Sempadan Bangunan Perdagangan dan Jasa ditepi 
sungai bertanggu) minima) 13 (tiga betas) meter dari sebetah tuar 
sepanjang kaki tanggul;

(5) Khusus Garis Sempadan Bangunan tndustri dan Pergudangan ditepi 
sungai bertanggu) didatam kawasan perkotaan ditetapkan minimat 
23 (dua putuh tiga) meter dari sebetah sepanjang kaki tanggut.



Paragraf 7 
Garis Sempadan Sungai Tidak Bertanggu!

Pasa! 44

Garis Sempadan Sungai tidak bertanggu) ditetapkan sebagai berikut:
a. Sungai berkedataman tidak tebih dari 3 meter minima) 10 (seputuh) 

meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
b. Sungai berkedataman 3-20 meter minimat 15 (tima betas) meter 

dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
c. Sungai berkedataman !ebih dari 20 meter minimat 30 (tiga putuh) 

meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Pasa! 45

Garis Sempadan sungai ditepi tidak bertanggu) ditetapkan sebagai berikut:
a. Sungai berkedataman tidak tebih dari 3 meter minimat 10 (seputuh) 

meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
b. Sungai berkedataman 3-20 meter minimat 15 (tima betas) meter 

dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
c. Sungai berkedataman tebih dari 20 meter minimat 30 (tiga putuh) 

meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
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(1) Garis Sempadan Bangunan ditepi sungai tidak bertanggu) ditetapkan 
sebagai berikut:
a. Sungai berkedataman tidak tebih dari 3 meter minimat 15 (tima 

betas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
b. Sungai berkedataman 3-20 meter minima) 15 (tima betas) meter 

dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
c. Sungai berkedataman tebih dari 20 meter minimat 35 (tiga putuh 

tima) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
(2) Garis Sempadan Bangunan Perdagangan dan Jasa ditepi sungai 

tidak bertanggu) ditetapkan sebagai berikut:
a. Sungai berkedataman tidak tebih dari 3 meter minimat 20 (dua 

putuh) meter dihutung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
b. Sungai berkedataman 3-20 meter minimat 25 (dua putuh tima) 

meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
c. Sungai berkedataman tebih dari 20 meter minimat 40 (empat 

putuh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
(3) Garis Sempadan Bangunan industri dan Perdagangan ditepi sungai tidak 

bertanggu) dida)am kawasan perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
a. Sungai berkedataman tidak tebih dari 3 meter minima) 30 (tiga 

pu)uh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
b. Sungai berkedataman 3-20 meter minimat 35 (tiga putuh tima) 

meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
c. Sungai berkedataman iebih dari 20 meter minimat 50 (tima putuh) 

meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Paragraf 8 
Garis Sempadan Mata Air, Sungai dan Pantai 

Pasa! 47

(1) Garis Sempadan Mata Air ditetapkan 200 (dua ratus) meter dari 
sekitar mata air;

(2) Garis Sempadan Pantai ditetapkan 100 (seratus) meter dari titik 
pasang tertinggi ke arah darat.



Pragraf 9 
Garis Sempadan Jatan

Pasa! 48

(3) Garis Sempadan Jatan Arteri Primer ditetapkan minimat 15 (tima 
betas) meter dari as jatan;

(4) Garis Sempadan Jatan Arteri Sekunder ditetapkan minimat 15 (tima 
betas) meter dari as jatan.

Pasa! 49

(1) Garis Sempadan Pagar Arteri Primer ditetapkan minimat 15 (tima 
betas) meter dari as jatan;

(2) Garis Sempadan Pagar Arteri Sekunder ditetapkan minimat 15 (tima 
betas) meter dari as jatan;

(3) Garis Sempadan Pagar Kompteks Perumahan Reatestat yang 
tertetak ditepi Jatan Arteri dan Jatan Kotektor ditetapkan minimat 5 
(tima) meter dari as jatan;

(4) Garis Sempadan Pagar Kompteks/Btok Perdagangan (Pertokoan) 
yang tertetak ditepi jatan Arteri dan Jatan Kotektor Primer dan 
Sekunder dengan jumtah minimat 20 (dua putuh) unit ditetapkan 
miimat 10 (seputuh) meter dari batas Garis Sempadan Jatan;

(5) Khusus Garis Sempadan Pagar ditepi Jatan Lingkar Pantai 
ditetapkan minimat 18 (detapan betas) meter dari as jatan.

Pasa! 50

(1) Garis Sempadan Bangunan ditepi jatan Arteri Primer dan sekunder 
ditetapkan minimat 25 (dua putuh tima) meter dari as jatan;

(2) Khusus Garis Sempadan Bangunan tndustri dan Perdagangan ditepi 
jatan Arteri Primer dan ditepi jatan Arteri Sekunder ditetapkan minimat 
30 (tiga putuh) meter dari as jatan.

Pasa! 51

(1) Garis Sempadan Jatan Kotektor Primer ditetapkan minimat 10,5 
(seputuh koma tima) meter dari as jatan;

(2) Garis Sempadan Jatan Kotektor Sekunder ditetapkan minimat 8,5 
(detapan koma) meter dari as jatan;

(3) Batas Garis sempadan jatan kompteks perumahan/reatestat yang 
tertetak ditepi jatan Arteri dan Jatan Kotektor ditetapkan minimat 5 
(tima) meter dari batas garis sempadan jaian;

(4) Garis sempadan pagar kompteks/btok perdagangan (pertokoan) yang 
tertetak ditepi jatan Kotektor primer dan sekunder dengan jumtah 
minimat 20 (dua putuh) unit ditetapkan minimat 10 (seputuh) meter 
dari batas garis sempadan jatan.
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(1) Garis Sempadan Bangunan ditepi jatan Kotektor primer ditetapkan minimat
12,5 (dua betas koma tima) meter dan ditepi jatan kotektor sekunder 
ditetapkan minimat 10,5 (seputuh koma tima) meter dari as jatan;

(2) Khusus Garis Sempadan Bangunan tndustri dan Pergudangan ditepi 
jatan kotektor primer dan ditepi jatan kotektor sekunder ditetapkan 
minimat 20 (dua putuh) meter dari as jatan.



(1) Garis Sempadan Jatan ditepi jaian tokai primer ditetapkan minimat
7,5 (tujuh koma tima) meter dari as jatan;

(2) Garis Sempadar% Jatan ditepi jatan tokat sekunder ditetapkan 
minimat 6 (enam) tneter dari as jatan;

(3) Garis Sempadan Jatan ditepi jatan Penghubung Perumahan 
ditetapkan minimat 5 (tima) meter dari as jatan;

(4) Garis Sempadan Jatan ditepi jatan Poros Perumahan ditetapkan 
minimat 4 (empat) meter dari as jatan.

Pasat 54

(1) Garis Sempadan Bangunan ditepi jatan Lokat primer ditetapkan 
minima! 10,5 (sepu!uh koma tima) meter dari as jatan;

(2) Garis Sempadan Bangunan ditepi jatan Lokat Sekunder ditetapkan 
minimat 9 (sembitan) meter dari as jatan.

Pasa! 55

(1) Garis Sempadan Jatan ditepi Jatan Penghubung Perumahan 
ditetapkan minimat 5 (tima) meter dari as jatan;

(2) Garis Sempadan Jatan ditepi Jatan Poros Penghubung Perumahan 
ditetapkan minimat 4 (empat) meter dari as jatan.

Pasa! 56

(1) Garis Sempadan Bangunan ditepi jatan penghubung Perumahan 
ditetapkan minimat 8 (detapan) meter dari as jatan;

(2) Garis Sempadan Bangunan ditepi jatan Poros Perumahan 
ditetapkan minimat 7 (tujuh) meter dari as jatan.

Pasa! 57

(1) Garis Sempadan Bangunan bertantai terhadap batas tanah/pagar 
ditetapkan minimat 2 (dua) meter dari batas tanah/pagar kiri kanan 
dan betakang;

(2) Garis Sempadan Bangunan bertantai terhadap bangunan atau 
batas tanah/pagar yang berada datam suatu kawasan dengan 
beberapa btok ditetapkan minimat 2,5 (dua koma tima) meter kati 
tinggi bangunan diukur dari bangunan tama yang berdampingan.

Paragraf 10 
Persimpangan 

Pasa! 58

Garis Sempadan Pagar dan Bangunan pada Persimpangan ditetapkan
sebagai berikut:
(1) Untuk Garis Sempadan Pagar pada Pertigaan dan Perempatan, tertetak 

pada sisi-sisi segrdga dan segi empat yang titik sudutnya ditentukan dari 
titik pusat pertemuan as jatan masing-masing sepanjang:
a. Minimat 2,5 kati tebar garis sempadan jatan terhadap jatan yang 

bersangkutan dengan ketinggian pagar kurang 1 meter (< 1 m);
b. Minimat 3 kati tebar garis sempadan jatan terhadap jatan yang 

bersangkutan dengan ketinggian pagar iebih dari 1 meter (> 1m).
(2) Untuk Garis Sempadan Bangunan Persimpangan yang tertetak 

pada pertigaan dan perempatan, tertetak pada sisi-sisi segitiga dan 
segiempat yang titik sudut menyudut atau diagonatnya dibentuk 
oteh as jatan ditetapkan minimat 3 (tiga) kati tebar garis sempadan 
jatan terhadap jatan yang bersangkutan.



Paragraf 11 
Lahan Miring 

Pasa) 59

(1) Garis Sempadan Pagar ditahan miring ditetapkan 2 (dua) meter 
dihitung dari kaki tereng apabita jatan itu tertetak diatas tereng;

(2) Garis Sempadan Pagar ditahan miring ditetapkan 2 (dua) meter 
dihitung dari kaki tereng apabita jatan itu tertetak dibawah tereng;

(3) Ketentuan ayat (1) dan (2) pasat ini tidak bertaku apabita Garis 
Sempadan Pagar ditahan datar.

Pasa) 60

(1) Garis Sempadan Bangunan ditahan miring ditetapkan 7 (tujuh) meter 
dihitung dari kaki tereng apabita jatan itu terletak diatas tereng;

(2) Garis Semapadan Bangunan ditahan miring ditetapkan 7 (tujuh) meter 
dihitung dari kaki tereng apabita jatan itu terletak dibawah tereng;

(3) Ketentuan ayat (1) dan (2) pasat ini tidak bertaku apabita Garis 
Sempadan Bangunan ditahan datar.

Paragraf 12 
Bangunan Perdagangan dan Jasa 

Pasa! 61

Garis Sempadan Bangunan Perdagangan dan Jasa pada Daerah 
kepadatan tinggi sesuai dengan tata ruang dapat berimpit dengan garis 
sempadan pagar setetah memperhatikan tahan parkir kendaraan.

Paragraf 13 
Larangan 
Pasa! 62

(1) Ditarang mendirikan suatu bangunan atau menggati/menimbun 
tanah diantara garis-garis sempadan jatan.
a. Ditarang menanam di suatu tikungan segata macam tumbuh- 

tumbuhan yang tingginya tebih dari 1 meter diukur dari bagian 
terendah perkerasan jatan pada tikungan tersebut, apabita jari-jari 
dari as jalan kurang dari 6 (enam) kati tebar sempadan ,

b. Ditarang memasang suatu benda ditepi daerah mitik jatan 
setinggi kurang dari 3,5 (tiga koma tima) meter diukur dari bagian 
perkerasan jatan yang tingginya sampai pada bagian bawah 
benda tersebut.

(2) Ditarang mendirikan/memasang suatu bangunan umum/benda 
metintas diatas jatan dengan tinggi kurang dari 5,5 (tima koma tima) 
meter diukur dari bagian perkerasan jatan yang tingginya sampai 
bagian bawah bangunan/benda tersebut.

Paragraf 14 
Pemanfaatan Daerah Sempadan 
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(1) Pemanfaatan tahan di daerah sempadan sungai ditakukan oteh 
masyarakat/instansi/tembaga/badan untuk kegiatan-kegiatan 
sebagai berikut:
a. Untuk budidaya pertanian, dengan jenis tanaman yang diizinkan 

dan berfungsi tindung;
b. Untuk kegiatan niaga, penggatian dan penimbunan;
c. Untuk pemasangan papan rektame, papan penyutuhan dan 

peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;



d. Untuk pemasangan rentangan kabet tistrik, kabe) tetpon dan pipa 
air minum (uti)itas);

e. Untuk pemasangan tiang dan pondasi prasarana jatan/jembatan;
f. Untuk menye!enggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosiat

dan kemasyaf^katn yang tidak menimbutkan dampak merugikan 
bagi ketestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai 
(tnsidentit);

g. Untuk pembangunan prasarana tatu tintas air, bangunan 
pengambitan dan pembuangan air.

(2) Petaksanaan ketentuan ayat (1) pasat ini diatur tebih tanjut oteh 
Kepata Daerah;

(3) Pemanfaatan tahan yang dimaksud ayat (1) pasat ini tidak boteh 
mengurangi fungsi sungai.
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Pemanfatan tahan di daerah sempadan bangunan ditakukan oteh 
masyarakat/instansi/tembaga/badan, untuk kegiatan membangunan 
bangunan bukan gedung, bangunan-bangunan penunjang dan 
kegiatan-kegiatan yang bersifat insidenti).

Pasa!65

Pemanfaatan tahan di Daerah sempadan untuk mata ir, sungai dan 
pantai dapat ditakukan oteh masyarakat/instansi/tembaga/badan untuk 
kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
a. untuk budidaya pertanian, dengan jenis tanaman keras yang 

berfungsi tindung;
b. kegiatan pariwisata;
c. untuk membangun prasarana tatu tintas air dan bangunan 

pengambitan air, kecuati disekitar mata air;
d. untuk pemasangan papan rektame, papan penyutuhan dan 

peringatan serta rambu-rambu pekerajaan;
e. untuk penempatan utititas;
f. untuk jatan menuju tokasi.

Pasa! 66

(1) Pemanfaatan tahan daerah jatan dapat ditakukan oteh masyarakat 
untuk penempatan:
a. Trotoar;
b. Jatur Hijau;
c. Jatur Pemisah;
d. Rambu-rambu tatu tintas;
e. Jaringan utititas;
f. Sarana Umum;
g. Parkir;
h. Saturan.

(2) Pemanfaatan tahan yang dimaksud ayat (1) pasat ini tidak boteh 
mengganggu fungsi jatan pandangan pengemudi dan tidak merusak 
konstruksi jatan;

(3) Penempatan pemanfaatan tahan harus seizin pembina jatan.
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Pemanfaatan daerah sempadan bangunan ditepi jatan dapat ditakukan 
oteh masyarakat untuk kegiatan membangun bangunan bukan gedung 
seperti bangunan penunjang tempat parkir, taman dan penanaman 
tanaman penghijauan yang diizinkan.



Paragraf 15 
Jarak Antara Bangunan 

Pasa! 68

(1) Jarak antara masa / b!ok bangunan satu tantai yang satu dengan 
[ainnya datam satu kavting atau antara kavting minimum adatah 4 meter;

(2) Setiap bangunan umum harus mempunyai jarak masa / b!ok 
bangunan dengan bangunan di sekitarnya sekurang-kurangnya 6 
(enam) meter dan 3 (tiga) meter dengan batas kavting;

(3) Untuk bangunan bertingkat, setiap kenaikan satu tantai jarak antara 
masa / btok bangunan yang satu dengan tainnya ditambah dengan 
0,5 meter;

(4) Ketentuan tebih rinci tentang jarak antar bangunan gedung 
mengikuti ketentuan datam standar teknis yang bertaku.

Paragraf 16 
Arsitektur Bangunan Gedung 

Pasa! 69

(1) Penampitan bangunan gedung harus:
a. didasari konsep arsitektur yang bertumpu pada pengembangan 

arsitektur tokat dan diperkaya dengan arsitektur yang sedang 
berkembang;

b. estetis, berkarakter, dan memitiki kekhasan wajah dan 
bentuknya;

c. tidak menjadi tertutup etemen penanda pada wajahnya;
d. memitiki wajah betakang yang dirancang dapat menjadi tatar bagi 

bangunan tain;
e. memitiki wajah berdasarkan panduan wajah bangunan gedung 

yang bertaku di kawasannya; dan
f. memberikan kontribusi terciptanya ruang kabupaten yang tebih 

bermakna.
(2) Penampitan bangunan gedung di kawasan cagar budaya harus 

dirancang dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah petestarian;
(3) Penampitan bangunan yang didirikan berdampingan dengan 

bangunan gedung yang ditestarikan, dirancang dengan 
mempertimbangkan kesetarasan kaidah estetika bentuk dan 
karakteristik dari arsitektur dari bangunan gedung yang ditestarikan;

(4) Pemerintah daerah dapat menetapkan kaidah-kaidah arsitektur 
tertentu pada bangunan gedung untuk suatu kawasan setetah 
mendapat pertimbangan teknis tim ahti bangunan gedung, dengan 
memperhatikan pendapat pubiik dan mempertimbangkan:
a. bangunan gedung yang dimaksud memitiki kekhasan arsitektur 

dan teknotogi, atau keberadaannya akan berpengaruh pada 
arsitektur kota dan/atau berdampak pada tingkungan sekitarnya;

b. bangunan gedung yang dirancang berdasarkan karya 
sayembara desain arsitektur yang disetenggarakan untuk 
menciptakan unggutan/masterpiece arsitektur kota, arsitektur 
berskata regionat, arsitektur berskata nasionat; dan

c. apabita bangunan gedung memitiki kekhususan teknotogi maka 
Tim Ahti Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat ditengkapi dengan pakar teknotogi terkait secara ad hoc.

(5) Pemerintah daerah dapat menetapkan kaidah-kaidah arsitektur 
tertentu pada bangunan gedung untuk suatu kawasan setetah 
mendapat pertimbangan teknis tim ahti bangunan gedung, dengan 
memperhatikan pendapat pubtik dan mempertimbangkan:
a. bangunan gedung yang dimaksud memitiki kekhasan arsitektur 

dan teknotogi, atau keberadaannya akan berpengaruh pada 
arsitektur kota dan/atau berdampak pada tingkungan sekitarnya;



b. bangunan gedung yang dirancang berdasarkan karya 
sayembara desain arsitektur yang disetenggarakan untuk 
menciptakan unggutan/masterpiece arsitektur kota, arsitektur 
berskata regionat, arsitektur berskata nasionat; dan

c. apabita bangunan gedung memitiki kekhususan teknotogi maka 
Tim Ahti Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat ditengkapi dengan pakar teknotogi terkait secara ad hoc.

Pasa!70

Perencanaan ruang datam bangunan tempat tinggat pating sedikit harus
memitiki ruang-ruang fungsi utama yang terdiri dari ruang pribadi, ruang
bersama dan ruang petayanan.
(1) Ruang penunjang dapat ditambahkan dengan tujuan memenuhi 

kebutuhan kegiatan penghuninya, dengan tetap memperhatikan dan 
memenuhi persyaratan teknis.

(2) Bangunan gedung setain rumah tinggat, disamping meyediakan 
ruang fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga 
harus menyediakan ruang fungsi petayanan sesuai dengan kaidah 
arsitektur dan ketentuan yang bertaku.

Pasa! 71

(1) Keseimbangan, keserasian, dan kesetarasan bangunan gedung 
dengan tingkungannya sebagaimana dimaksud datam Pasat 40 
harus mempertimbangkan terciptanya ruang tuar bangunan gedung 
dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang seimbang, serasi, dan 
setaras dengan tingkungannya;

(2) Pertimbangan terhadap terciptanya ruang tuar bangunan gedung 
dan ruang terbuka hijau diwujudkan datam pemenuhan persyaratan 
daerah resapan, akses penyetamatan, sirkutasi kendaraan dan 
manusia, serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana di 
tuar bangunan gedung;

(3) Perencanaan bangunan gedung tidak diperbotehkan menghatangi 
pandangan !a)u tintas;

(4) Setiap bangunan gedung baik secara tangsung atau tidak tangsung 
tidak diperbotehkan menimbutkan gangguan keamanan, 
kesetamatan umum, keseimbangan/petestarian tingkungan dan 
kesehatan tingkungan;

(5) Tata tetak bangunan gedung pada tapak harus:
a. menjamin ketersediaan area pengamanan bangunan gedung 

berupa ruang terbuka sebagian atau sepanjang batas tapak 
bangunan gedung;

b. mempertimbangkan fungsi bagian bangunan gedung yang 
memanfaatkan dinding batas tapakna dimungkinkan berfungsi 
juga sebagai media sirkutasi evakuasi/penyetamatan biia terjadi 
kebakaran; dan

c. menjamin kesetamatan bangunan cagar budaya disebetah 
tapak bangunan gedungnya.

(6) RTH pada tapak harus: menjamin tersedianya RTH pada tapak 
bangunan gedung yang tuasannya didasarkan pada ketentuan 
koefisien dasar bangunan dan peruntukan bangunan yang bertaku 
di kawasannya yang metiputi:
a. menjamin tersedianya RTH pengganti pada tapak bangunan 

gedung dengan tuasan terbuka hijau yang dirancang sebagai 
bagian dari bangunan gedung yang mempertimbangkan kondisi 
tingkungan setempat;



b. menjamin tersedianya vegetasi jenis pohon peneduh pada 
tapak bangunan gedung yang tuasan tajuknya cukup menaungi 
ruang terbuka yang permukaannya diperkeras;

c. menjamin ketestarian atau pengadaan vegetasi pohon peneduh 
pada ruang ^erbuka di tingkungan sekitarnya sebagai etemen 
tansekap tingkungannya; dan

d. menjamin tersedianya area resapan air pada tapak bangunan 
gedung.

Pasa! 72
, . *

(1) Setiap bangunan tidak diperbotehkan menghatangi pandangan tatu tintas;
(2) Setiap bangunan tangsung atau tidak tangsung tidak diperbotehkan 

mengganggu atau menimbutkan gangguan keamanan, kesetamatan 
umum, keseimbangan/petestarian tingkungan dan kesehatan 
tingkungan;

(3) Setiap bangunan tangsung atau tidak tangsung tidak diperbotehkan 
dibangun/berada di atas sungai/sa!uran/se!okan/parit pengairan;

(4) Khusus untuk daerah-daerah tertentu, yang mempunyai sungai 
dengan !ebar > 50 m, pembangunan bangunan di atas sungai 
dimungkinkan dengan struktur bangunan khusus dan harus 
mendapat persetujuan dari Bupati setetah mendengar pendapat 
para ahti dengan tetap mempertimbangkan tidak mengganggu 
fungsi sungai dan merusak tingkungan.

Bagian Keempat 
Persyaratan Pengendatian Dampak Lingkungan

Pasa! 73

(1) Penerapan persyaratan pengendatian dampak tingkungan hanya 
bertaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbutkan dampak 
penting terhadap tingkungan;

(2) Setiap pemohon yang akan mengajukan permohonan tzin 
Mendirikan Bangunan, yang mempunyai Jenis Usaha atau Kegiatan 
Bangunan areatnya sama atau tebih besar dari 5 (tima) hektar, 
diwajibkan untuk metengkapi persyaratan Anatisa Mengenai 
Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan PP Nomor: 51 Tahun 
1993 Pasat 2 ayat (1) dan Pasa! 3 serta KC 11/MENLH/3/94;

(3) Untuk pembangunan gedung di kawasan tertentu yang memertukan 
anatisa UKL dan UPL, harus mendapat rekomendasi dari badan 
yang terakreditasi;

(4) Untuk kawasan industri, perhotetan, perumahan reat-estate, 
pariwisata, gedung bertingkat yang mempunyai ketinggian 60 meter 
atau tebih, petabuhan diwajibkan untuk metengkapi Persyaratan 
Anatisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);

(5) Petaksanaan dan Pengawasan terhadap Anatisa Mengenai Dampak 
Lingkungan ditangani oteh instansi Terkait sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor: 5 tahun 1993;

(6) Bagi Permohonan !zin Mendirikan Bangunan datam mengajukan 
PtMB harus disertai Rekomendasi dari tnstansi yang menangani 
masatah Anatisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);

(7) Petanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi 
hukuman sesuai dengan Peraturan yang bertaku, dan tzin 
Mendirikan Bangunannya dapat dicabut oteh Bupati.



Paragraf 1
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan 

 ̂ Pasa! 74

(1) Persyaratan tat^ bangunan untuk suatu kawasan tebih tanjut akan 
disusun dan ditetapkan da!am Rencana Tata Bangunan dan 
Lingkungan (RTBL);

(2) Datam menyusun RTBL Pemerintah Daerah akan mengikutsertakan 
masyarakat, pengusaha, dan para ahti agar didapat RTBL yang 
sesuai dengan kondisi kawasan dan masyarakat setempat;

(3) RTBL disusun berdasarkan yang tetah ditetapkan akan ditinjau 
kembati setiap 5 (tima) tahun disesuaikan;

(4) RTBL digunakan untuk pengendatian pemanfaatan ruang suatu 
tingkungan/ kawasan, menindaktanjuti rencana rinci tata ruang 
datam rangka perwujudan kuatitas bangunan gedung dan 
tingkungan yang berketanjutan dari aspek fungsionat, sosiat, 
ekonomi, dan tingkungan bangunan gedung termasuk ekologi dan 
kuatitas visuat.

Paragraf 2 
Pembangunan bangunan Gedung d! Atas dan/atau di bawah Tanah, 

Air dan/atau Prasarana/Sarana Umum 
Pasa! 75

(1) Bangunan gedung yang dibangun di atas dan/atau di bawah tanah, 
air, atau prasarana dan sarana umum pengajuan permohonan tMB 
gedungnya ditakukan setetah mendapatkan persetujuan dari pihak 
yang berwenang;

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memperhatikan pertimbangan teknis dari tim ahti bangunan gedung 
dan pendapat pubtik.

Pasa! 76

(1) Pembangunan gedung di bawah tanah yang metintasi prasarana 
dan/atau sarana umum sebagaimana dimaksud datam pasat 46 harus:
a. Sesuai dengan rencana tata ruang;
b. Tidak untuk fungsi hunian atau tempat tinggat;
c. Tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada di 

bawah tanah;
d. Memenuhi persyaratan kesehatan sesuai fungsi bangunan 

gedung;
e. Memitiki sarana khusus untuk kepentingan keamanan dan 

kesetamatan bagi pengguna bangunan gedung; dan
f. Mempertimbangkan daya dukung tingkungan.

(2) Pembangunan bangunan gedung diatas dan/atau dibawah air:
a. Sesuai dengan rencana tata ruang;
b. Tidak untuk fungsi hunian atau tempat tinggat;
c. Tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada di 

bawahnya dan/atau diatasnya;
d. Tetap memperhatikan keserasian bangunan gedung terhadap 

tingkungannya;
e. Memenuhi persyaratan kesehatan sesuai fungsi bangunan gedung;
f. Memitiki sarana khusus untuk kepentingan keamanan dan 

kesetamatan bagi pengguna bangunan gedung; dan
g. Mempertimbangkan daya dukung tingkungan.



(3) Pembangunan Bangunan Gedung di bawah dan/atau di atas air 
sebagaimana dimaksud datam pasat 61 harus :
a. Sesuai dengan rencana tata ruang;
b. Tidak mengganggu keseimbangan tingkungan, dan fungsi 

tindung kawasan;
c. Tidak menimbutkan perubahan arus air yang dapat merusak 

iingkungan;
d. Tidak menimbutkan pencemaran; dan
e. Tetah mempertimbangkan faktor kesetamatan, kenyamanan, 

kesehatan, dan kemudahan bagi pengguna bangunan gedung;
(4) Pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud data 

pasa) 61 ayat (2) harus memenuhi standar teknis yang bertaku.

Bagian Ke!ima 
Persyaratan Keandatan Bangunan Gedung 

Paragraf 1 
Umum 

Pasa! 77

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan keandatan 
bangunan gedung metiputi:
a. Persyaratan kesetamatan;
b. Persyaratan Kesehatan;
c. Persyaratan Kemudahan/aksesbititas; dan
d. Persyaratan kenyamanan

Paragraf 2 
Persyaratan Kese!amatan 

Pasa! 78

(1) Setiap bangunan harus dibangun dengan mempertimbangkan 
kekuatan, kekakuan, dan kestabitan dari segi struktur;

(2) Peraturan/standar teknik yang harus dipakai iatah peraturan/standar 
teknik yang bertaku di tndonesia yang metiputi SNt tentang Tata Cara, 
Spesifikasi, dan Metode Uji yang berkaitan dengan bangunan gedung;

(3) Setiap bangunan dan bagian konstruksinya harus diperhitungkan 
terhadap beban sendiri, beban yang dipikut, beban angin, dan 
getaran dan gaya gempa sesuai dengan peraturan pembebanan 
yang bertaku;

(4) Setiap bangunan dan bagian konstruksinya yang dinyatakan 
mempunyai tingkat gaya angin atau gempa yang cukup besar harus 
direncanakan dengan konstruksi yang sesuai dengan pedoman dan 
standar teknis yang bertaku;

(5) Setiap bangunan bertingkat tebih dari dua tantai, datam pengajuan 
perizinan mendirikan bangunannya harus menyertakan perhitungan 
strukturnya sesuai pedoman dan standar teknis yang bertaku;

(6) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna mempunyai kewajiban 
dan wewenang untuk memeriksa konstruksi bangunan yang 
dibangun atau akan dibangun baik datam rancangan bangunannya 
maupun pada masa petaksanaan pembangunannya, terutama untuk 
ketahanan terhadap bahaya gempa.



(1) Setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum, seperti 
bangunan peribadatan, bangunan perkantoran, bangunan 
pasar/pertokoanfma!, bangunan perhotetan, bangunan kesehatan, 
bangunan pendidikan, bangunan gedung pertemuan, bangunan 
petayanan umum, dan bangunan industri, serta bangunan hunian 
susun harus mempunyai sistem pengamanan terhadap bahaya 
kebakaran, baik sistem proteksi maupun sistem proteksi aktif.

(2) Pemenuhan persyaratan ketahanan terhadap bahaya kebakaran 
mengikuti ketentuan datam pedoman dan standar teknis yang 
berlaku, yaitu:
a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25 /PRT/M/2008, 

tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana tnduk Sistem 
Proteksi Kebakaran;

b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26/PRT/M/2008, 
tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada 
Bangunan Gedung dan Lingkungan;

c. Standar Nasionat tndonesia (SN)) / SKB! tentang pencegahan 
dan penanggutangah bahaya kebakaran pada bangunan rumah 
dan gedung;

d. Ketentuan atau standar tain yang bertaku.

Pasa! 80

(1) Penggunaan bahan bangunan diupayakan semaksimat mungkin 
menggunakan bahan bangunan produksi datam negeri / setempat, 
dengan kandungan tokat minimat 60%;

(2) Penggunaan bahan bangunan harus mempertimbangkan keawetan 
dan kesehatan datam pemanfaatan bangunannya;

(3) Bahan bangunan yang dipergunakan harus memenuhi syarat-syarat 
teknik sesuai dengan fungsinya, seperti yang dipersyaratkan datam 
Standar Nasionat tndonesia (SNt) tentang spesifikasi bahan 
bangunan yang bertaku;

(4) Penggunaan bahan bangunan yang mengandung racun atau bahan 
kimia yang berbahaya, harus mendapat rekomendasi dari instansi 
terkait dan ditaksanakan oteh ahtinya;

(5) Pengecuatian dari ketentuan pada ayat (1) harus mendapat 
rekomendasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk otehnya.

Paragraf 3 
Persyaratan Kesehatan 

Pasa! 81

(1) Jenis, mutu, sifat bahan, dan peratatan instatasi air minum harus 
memenuhi standar dan ketentuan teknis yang bertaku;

(2) Pemitihan sistem dan penempatan instatasi air minum harus 
disesuaikan dan aman terhadap sistem tingkungan, bangunan- 
bangunan tain, bagian-bagian tain dari bangunan dan instatasi- 
instatasi tain sehingga trdak sating membahayakan, mengganggu, 
dan merugikan serta memudahkan pengamatan dan pemetiharaan;

(3) Pengadaan sumber air minum diambit PDAM atau dari sumber yang 
dibenarkan secara resmi oteh yang berwenang;

(4) Perencanaan dan instatasi jaringan air bersih mengikuti ketentuan 
datam pedoman dan standar teknis yang bertaku.



(1) Pada dasarnya air hujan harus dibuang atau diatirkan ke saturan 
umum kota;

(2) Jika ha) dimaksud pada ayat (1) pasa) ini tidak mungkin, 
berhubungan be)um tersedianya saturan umum kota ataupun 
sebab-sebab tain yang dapat diterima o)eh yang berwenang, maka 
pembuangan air hujan harus ditakukan metatui proses peresapan 
ataupun cara-cara tairt yang ditentukan oteh Kepata Dinas 
Pekerjaan Umum;

(3) Saturan air hujan:
a. Daiam tiap-tiap pekarangan harus dibuat saturan pembuangan 

air hujan;
b. Saturap tersebut di atas harus mempunyai ukuran yang cukup 

besar dan kemiringan yang cukup untuk dapat mengatirkan 
seturuh air hujan dengan baik;

c. Air hujan yang jatuh di atas atap harus segera disaturkan ke 
saturan di atas permukaan tanah dengan pipa atau saturan 
pasangan terbuka.

(4) Perencanaan dan instatasi jaringan air hujan mengikuti ketentuan 
datam pedoman dan standar teknis yang bertaku.

Pasat 83

(1) Semua air kotor yang asainya dari dapur, kamar mandi, WC, dan 
tempat cuci, pembuangannya harus metatui pipa-pipa tertutup dan 
sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang bertaku;

(2) Pembuangan air kotor dimaksud pada ayat (1) dapat diatirkan ke 
saturan umum kota;

(3) Jika ha! dimaksud ayat (2) pasa! ini tidak memungkinkan, berhubungan 
betum tersedianya saturan umum kota ataupun sebab-sebab tain yang 
dapat diterima oteh yang berwenang, maka pembuangan air hujan 
harus ditakukan metatui proses peresapan ataupun cara-cara tain yang 
ditentukan oteh Dinas Pekerjaan Umum;

(4) Letak sumur-sumur peresapan berjarak minima! 10 (seputuh) meter 
dari sumber air minum/bersih terdekat dan atau tidak berada di 
bagian atas kemiringan tanah terhadap tetak sumber air minum / 
bersih, sepanjang tidak ada ketentuan tain yang disyaratkan / 
diakibatkan oteh suatu kondisi tanah;

(5) Perencanaan dan instatasi jaringan air kotor mengikuti ketentuan 
datam pedoman dan standar teknis yang bertaku.

Pasa! 84

(1) Setiap pembangunan baru atau pertuasan suatu bangunan yang 
diperuntukan sebagai tempat kediaman diharuskan me!engkapi dengan 
tempat/kotak/ tobang pembuangan sampah yang ditempatkan dan 
dibuat sedemikian rupa sehingga kesehatan umum terjamin;

(2) Datam ha! pada tingkungan di daerah perkotaan yang merupakan 
kotak-kotak sampah induk, maka sampah ditampung pada TPS, 
untuk setanjutnya diangkut o!eh petugas Dinas Kebersihan;

(3) Datam ha! jauh dari TPS, maka sampah-sampah dapat dibakar 
dengan cara-cara yang aman atau dengan cara tainnya;

(4) Perencanaan dan instatasi tempat pembuangan sampah mengikuti 
ketentuan datam pedoman dan standar teknis yang bertaku.



(1) Setiap bangunan gedung harus mempunyai ventitasi atami dan atau 
ventitasi mekanik / buatanj sesuai dengan fungsinya;

(2) Kebutuhan ventitari diperhitungkan untuk memenuhi kebutuhan sirkuiasi 
dan pertukaran udara datam ruang sesuat dengan fungsi ruang;

(3) Ventitasi a!ami harus terdiri dari bukaan permanen, jendeta, pintu 
atau sarana tain yang dapat dibuka sesuai dengan kebutuhan dan 
standar teknis yang bertaku;

(4) Ventitasi atami pada suatu ruangan dapat berasat dari jendeta, 
bukaan, pintu ventitasi atau sarana tainnya dari ruangan yang 
bersebetahan;

(5) Luas ventitasi atami diperhitungkan minimat setuas 5% dari tuas 
tantai ruangan yang diventitasi;

(6) Sistem ventitasi buatan harus diberikan jika ventitasi yang atami 
tidak dapat memenuhi syarat;

(7) Penempatan fan sebagai ventitasi buatan harus memungkinkan 
petepasan udara secara maksimat dan masuknya udara segar, atau 
sebatiknya;

(8) Bitamana digunakan ventitasi buatan, sistem tersebut harus bekerja 
terus menerus setama ruangan tersebut dihuni;

(9) Penggunaan ventitasi buatan, harus memperhitungkan besarnya 
pertukaran udara yang disarankan untuk berbagai fungsi mang datam 
bangunan gedung sesuai pedoman dan standar teknis yang bertaku.

Pasa!86

(1) Setiap bangunan gedung harus mempunyai pencahayaan atami dan 
atau buatan, sesuai dengan fungsinya;

(2) Kebutuhan pencahayaan metiputi kebutuhan pencahayaan untuk 
ruangan di datam bangunan, daerah tuar bangunan, jatan, taman 
dan daerah bagian tuar tainnya, termasuk daerah di udara terbuka 
di mana pencahayaan dibutuhkan;

(3) Pemanfataan pencahayaan atami harus diupayakan secara optimat 
pada bangunan gedung, disesuaikan dengan fungsi bangunan 
gedung fungsi masing-masing ruang di datam bangunan gedung;

(4) Pencahayaan buatan pada bangunan gedung harus dipitih secara 
fteksibet, efektif dan sesuai dengan tingkat ituminasi yang dipersyaratkan 
sesuai fungsi mang datam bangunan gedung, dengan 
mempertimbangkan efisiensi dan konservasi energi yang digunakan;

(5) Besarnya kebutuhan pencahayaan atami dan atau buatan datam 
bangunan gedung dihitung berdasarkan pedoman dan standar 
teknis yang bertaku.

Paragraf 4 
Persyaratan Kemudahan / Aksebititas

Pasa! 87

(1) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan 
yang metiputi kemudahan hubungan ke, dari, dan di datam 
bangunan gedung, serta ketengkapan parasarana dan sarana 
datam pemanfaatan bangunan gedung.

(2) Kemudahan hubungan ke, dari, dan di datam bangunan gedung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), metiputi kemudahan 
hubungan horisontat dan hubungan vertikat, tersedianya akses 
evakuasi, serta fasititas dan aksebititas yang mudah, aman, dan 
nyaman bagi penyandang cacat dan ianjut usia.



(3) Ketengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) pada bangunan gedung untuk kepentingan umum metiputi 
penyediaan fasititas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang ganti, 
ruangan bayi, toitet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasititas 
komunikasi dan informasi.

Pasa! 88

(1) Kemudahan hubungan horizonta) antar ruang datam bangunan 
gedung sebagaimana dimaksud datam Pasat 73 ayat (2) merupakan 
keharusan bangunan gedung untuk menyediakan pintu dan atau 
koridor antar ruang;

(2) Penyediaan mengenai jumtah, ukuran dan konstruksi teknis pintu 
dan koridor disesuaikan dengan fungsi ruang bangunan gedung;

(3) Ketentuan mengenai hubungan horizonta! antar ruang datam 
bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) mengikuti ketentuan datam standar teknis yang bertaku.

Pasa! 89

(1) Kemudahan hubungan vertika! datam bangunan gedung, termasuk 
sarana transportasi vertikat sebagaimana dimaksud datam pasa) 73 
ayat (2) berupa penyediaan tangga, ram, dan sejenisnya serta tift 
dan atau tangga berjatan datam bangunan gedung,

(2) Bangunan gedung yang bertingkat harus menyediakan tangga yang 
menghubungkan tantai yang satu dengan yang tainnya dengan 
mempertimbangkan kemudahan, kesetamatan, dan kesehatan 
pengguna;

(3) Bangunan gedung untuk parkir harus menyediakan ram dengan 
kemiringan tertentu dan atau sarana akses vertika! tainnya dengan 
mempertimbangkan kemudahan dan keamanan pengguna sesuai 
standar teknis yang bertaku;

(4) Bangunan gedung dengan jumtah tantai di atas 5 harus ditengkapi 
dengan sarana transportasi vertikat (tif) yang dipasang sesuai 
dengan kebutuhan dan fungsi bangunan gedung;

(5) Ketentuan mengenai kemudahan hubungan vertikat datam 
bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 
ayat (3), dan ayat (4) mengikuti ketentuan datam standar teknis 
yang bertaku.

Pasa! 90

(1) Akses evakuasi datam keadaan darurat sebagaimana dimaksud 
datam Pasat 75 ayat (2) harus disediakan di datam bangunan 
gedung metiputi sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu 
ketuar darurat, dan jatur evakuasi apabita terjadi bencana 
kebakaran dan / atau bencana tainnya, kecuati rumah tinggat;

(2) Penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus dapat dicapai dengan mudah dan ditengkapi dengan 
penunjuk arah yang jetas;

(3) Ketentuan mengenai penyediaan akses evakuasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan datam 
standar teknis yang bertaku.



(1) Penyediaan fasititas dan aksebititas bagi penyandang cacat dan tanjut 
usia sebagaimana dimaksud datam pasat 73 ayat (2) merupakan 
keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuati rumah tinggat;

(2) Fasititas bagi penyandang cacat dan tanjut usia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), termasuk penyediaan fasititas aksebititas 
dan fasititas tainnya datam bangunan gedung dan tingkungannya;

(3) Ketentuan mengenai penyediaan aksebititas bagi penyandang cacat 
dan tanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
mengikuti ketentuan datam standar teknis yang bertaku.

Pasa! 92

(1) Ketengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud datam 
Pasat 73 ayat (3) merupakan keharusan bagi semua bangunan 
gedung untuk kepentingan umum;

(2) Ketengkapan prasarana dan sarana tersebut harus memadat sesuai 
dengan fungsi bangunan umum tersebut;

(3) Ketengkapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), metiputi:
a. Sarana pencegahan; dan penanggutanagan terhadap bahaya 

kebakaran;
b. Tempat parkir;
c. Sarana transportasi vertikat;
d. Sarana tata udara;
e. Fasititas penyandang cacat;
f. Sarana penyetamatan.

Paragraf 5 
Persyaratan Kenyamanan dan Bangunan 

Pasa! 93

(1) Setiap bangunan yang dibangun dapat mempertimbangkan faktor 
kenyamanan bagi pengguna / penghuni yang berada di datam dan 
di sekitar bangunan. Datam merencanakan kenyamanan datam 
bangunan gedung harus memperhatikan:
a. Kenyamanan ruang gerak;
b. Kenyamanan hubungan antar ruang;
c. Kenyamanan kondisi udara;
d. Kenyamanan pandangan;
e. Kenyamanan terhadap kebisingan dan getaran.

(2) Ketentuan perancanaan, petaksanaan, operasi dan pemetiharaan 
kenyamanan datam bangunan gedung mengikuti ketentuan datam 
pedoman dan standar teknis yang bertaku.

Bagian Keenam 
Persyaratan Pendirian Bangun-Bangunan 

Paragraf 1 
Umum 

Pasa! 94j

Bangun bangunan adatah suatu perwujudan fisik arsitektur yang tidak 
digunakan untuk kegiatan manusia, tetapi merupakan tingkungan yang teripta 
oteh sebab kerja manusia yang berdiri di atas tanah atau bertumpu pada 
tandasan dengan susunan bangunan tertentu sehingga terbentuk ruang yang 
terbatas, baik seturuhnya atau sebagian diantaranya berfungsi sebagai 
bangunan pertandaan atau sebagai bangunan petengkap bangunan gedung 
atau sebagai bangunan menara tetekomunikasi.



Paragraf 2 
Bangunan Pertandaan

Pasa! 95

Datam membangunan bangun-bangunan berupa bangunan pertandaan
sebagaimana dimaksud datam pasat 80, harus tertebih dahutu
mendapatkan tMB dari Bupati.

Pasa! 96

(1) Bangunan pertandaan sebagaimana dimaksud daiam pasa) 81, 
harus dapat mendukung citra dan suasana perkotaan yang asi, 
indah, tertib, nayaman dan aman;

(2) Penempatan bangunan pertandaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak boteh merusak karakter tingkungan, keserasian 
tingkungan dan ketestarian tingkungan.

' Pasa! 97

(1) Bangunan pertandaan dapat ditempatkan pada bangunan, di daiam 
pekarangan ruang umum, dan jembatan penyeberangan;

(2) Penempatan bangunan pertandaan sebagaimana dimkasud pada 
ayat (1) harus disesuaikan dengan titik-titik tempat/tokasi 
pertandaan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasa! 98

Bangunan pertandaan harus memenuhi persyaratan struktur yang kuat dan
aman serta tidak membahayakan tingkungan dan kesetamatan umum.

Paragraf 3 
Bangunan Menara Tetekomunikasi

Pasa! 99

(1) Bangunan menara tetekomunikasi sebagaimana dimaksud, harus 
kuat menahan beban angi, semua dan harus memenuhi 
persyaratan teknis yang bertaku;

(2) Penetapan ketinggian menara tetekomunikasi harus mendapat 
rekomendasi dari instansi yang berwenang;

(3) Pertetakan menara tetekomunikasi harus memperhatikan aspek 
tingkungan;

(4) Bangunan menara tetekomunikasi harus memperhatikan ketayakan 
tata ruang, eseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan 
dengan tingkungannya;

(5) Menara tetekomunikasi bersama (Co /ocaf/on) ditetapkan berdasar 
kepadatan bangunan;

(6) Pota penyebaran menara tetekomunikasi bersama (Co /ocaf/on) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), titik tokasinya mengacu pada 
ketentuan yang bertaku;

(7) Menara tetekomunikasi djatas bangunan harus mempertimbangkan 
struktur bangunannya.



BAB V!
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG 

Bagian Pertama 
Umum 

Pasa! 100

(1) Penyetenggaraan bangunan gedung metiputi kegiatan 
pembangunan, pemanfaatan, petestarian, dan pembongkaran;

(2) Datam penyetenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) penyetenggara berkewajiban memenuhi persyaratan 
bangunan gedung sebagaimana dimaksud datam Bab V;

(3) Penyetenggara bangunan gedung terdiri atas pemitik bangunan 
gedung, penyedia jasa konstruksi, dan pengguna bangunan gedung;

(4) Pemitik bangunan gedung yang betum dapat memenuhi pesyaratan 
sebagaimana dimaksud datam Bab V, tetap harus memenuhi 
ketentuan tersebut secara bertahap.

Bagian Kedua 
Pembangunan 

Paragraf 1 
Umum 

Pasa! 101

(1) Pembangunan bangunan gedung disetenggarakan metatui tahapan 
perencanaan dan petaksanaan beserta pengawasannya;

(2) Pembangunan bangunan gedung dapat ditakukan baik di tanah 
mitik sendiri maupun di tanah mitik pihak tain;

(3) Pembangunan bangunan gedung di atas tanah mitik pihak tain 
sebagimana dimaksud pada ayat (2) ditakukan berdasarkan 
perjanjian tertutis antara pemitik dan pemitik bangunan gedung;

(4) Pembangunan bangunan gedung dapat ditaksanakan setetah rencana 
teknis bangunan disetujui oteh Pemerintah Daerah datam bentuk izin 
mendirikan bangunan kecuati bangunan gedung fungsi khusus.

Paragraf 2 
Perencanaan Teknis 

! Pasa! 102

(1) Perencanaan bangunan , rumah tinggat satu tantai dengan tuas 
kurang dari 50 m2 dapat ditakukan oteh orang yang ahti / 
berpengataman;

(2) Perencanaan bangunan sampai dengan dua tantai dapat ditakukan oteh 
orang yang ahti yang tetah mendapatkan surat izin bekerja dari Bupati;

(3) Perencanaan bangunan tebih dari dua tantai atau bangunan umum, 
atau bangunan spesifik harus ditakukan oteh badan hukum yang 
tetah mendapat kuatifikasi sesuai bidang dan nitai bangunan;

(4) Perencana bertanggungjawab bahwa bangunan yang direncanakan 
tetah memenuhi persyaratan teknis dan peraturan perundang- 
undangan yang bertaku;

(5) Perencanaan bangunan terdiri atas:
a. Perencanaan arsitektur;
b. Perencanaan konstruksi;
c. Perencanaan Utititas.

(6) Ketentuan ayat (1), (2), dan (3) pasat ini tidak bertaku bagi 
perencanaan:
a. Bangunan yang sifatnya sementara dengan syarat bahwa tuas 

dan tingginya tidak bertentangan dengan ketentuan yang 
ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum;



b. Pekerjaan pemetiharaan / perbaikan bangunan, antara tain:
* Memperbaiki bangunan dengan tidak mengubah konstruksi 

dan tuas tantai bangunan;
* Pekerjaan memptester, memperbaiki retak bangunan dan 

memperbaiki tapis tantai bangunan;
* Memperbaiki penutup atap tanpa mengubah konstruksinya;
* Memperbaiki tobang cahaya / udara tidak tebih dari 1 m2;
* Membuat pemisah hataman tanpa konstruksi;
* Memperbaiki tangit-tangit tanpa mengubah jaringan tain.

(7) Pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan 
umum ditetapkan oteh Pemerintah Daerah setetah mendapat 
pertimbangan teknis dari tim ahti;

(8) Pengesahan rencana teknis bangunan gedung fungsi khusus 
ditetapkan oteh pemerintah setetah mendapat pertimbangan teknis 
tim ahti;

(9) Keanggotaan tim ahti bangunan gedung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat ad hoc terdiri dari para ahti yang 
dipertukan sesuai dengan kompteksitas bangunan gedung.

Pasa! 103

(1) Petaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan sampai dua tantai 
dapat ditakukan oteh petaksana perorangan yang ahti;

(2) Petaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan dengan tuas tebih 
dari 500 m2 atau bertingkat tebih dari dua tantai atau bangunan 
spesifik harus ditakukan oteh petaksana badan hukum yang memitiki 
kuatifikasi sesuai dengan peraturan yang bertaku.

Paragraf 3 
Petaksanaan Konstruksi

Pasa! 104
y'.

(1) Petaksanaan konstruksi bangunan gedung dimutai setetah pemitik 
bangunan gedung memperoteh tMB;

(2) Petaknsanaan konstruksi bangunan gedung harus berdasarkan 
dokumen rencana teknis yang tetah disetujui dan disahkan oteh dinas 
kecuati untuk bangunan g&iung umum dan gedung fungsi khusus;

(3) Petaksanaan konstruksi bangunan gedung dapat berupa 
pembangunan bangunan gedung baru, perbaikan, penambahan, 
perubahan dan/atau pemugaran bangunan gedung dan/atau 
instatasi, dan/atau pertengkapan bangunan gedung.

Pasa! 105

(1) Petaksanaan konstruksi bangunan gedung metiputi pemeriksaan 
dokumen petaksanaan persiapan tapangan, tegiatan konstruksi, 
pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi dan penyerahan hasit akhir 
pekerjaan;

(2) Pemeriksaan dokumen petaksanaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) metiputi pemeriksaan ketengkapan, kebenaran, dan 
ktertaksanaan konstruksi (consfnvcf/onab///(y) dari semua dokumen 
petaksanaan pekerjaan;

(3) Persiapan tapanagan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) 
metiputi penyusunan program petaksanaan, mobitisasi sumber 
daya, dan penyiapan fisik tapangan;



(4) Kegiatan konstruksi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) meiiputi 
petaksanaan pekerjaan konstruksi fisik di tapangan, pembuaan 
iaporan kemajuan pekerjaan, penyusunan gambar kerja 
petaksanaan (s/7op cfraw/ngs) dan gambar petaksanaan pekerjaan 
sesuai dengan yang ditaksanakan (as 6u;'/f cfraw/ngs), serta kegiatan 
masa pemetiharaan konstruksi;

(5) Petaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus menerapkan prinsip-prinsip kesetamatan dan 
kesehatan ketja (K3);

(6) Kegiatan pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) metiputi pemeriksaan hasit akhir pekerjaan 
konstruksi bangunan gedung terhadap kesesuaian dengan dokume 
petaksanaan;

(7) Hasit akhir pekerjaan petaksanaan konstruksi berwujud bangunan 
gedung yang taik fungsi termasuk prasarana dan sarananya yang 
ditengkapi dengan dokumen petaksanaan konstruksi, gambar 
petaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditaksanakan (as 6u;7f 
draw/ngs), pedoman pengoperasian dan pemetiharaan bangunan 
gedung, peratatan serta pertengkapan mekanika) dan etektrikat 
bangunan gedung serta dokumen penyerahan hasit pekerjaan.

Pasa! 106

(1) Petaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud datam pasa) 90 
ayat (1) untuk bangunan sampai 2 (dua) tantai atau dengan tuas 
sampai 500 m  ̂ (tima ratus meter persegi) ditakukan oteh tenaga 
ahti/tenaga yang berpengataman metaksanakan pekerjaan 
konstruksi bangunan gedung;

(2) Petaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud datam pasat 90 
ayat (1) untuk bangunan tebih dari 2 (dua) tantai atau dengan tuas 
tebih dari 500 m^ (tima ratus meter persegi) atau bangunan spesifik 
harus ditakukan oteh penyedia jasa yang berbadan hokum yang 
tetah mendapat kuatifikasi sesusia dengan bidang dan nitai 
bangunan;

(3) Petaksana harus bertanggung jawab terhadap petaksanaan 
konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan ayat (2);

(4) Petaksanaan konstruksi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) harus sesuai dengan dokumen perencanaan dan 
persyaratan teknis serta peraturan perundang-undangan yang 
bertaku.

Pasa! 107

(1) Sebe)um kegiatan petaksanaan konstruksi, pada tokasi petaksanaan 
konstruksi harus dipasang papan nama kegiatan/proyek yang 
mudah ditihatmasyarakat umum dan pada batas pekarangan harus 
dipagari setinggi pating rendah 2,5 m (dua koma tima meter) dengan 
memperhatikan keaman, keserasian dan kebersihan seketitingnya 
dan pagar tidak metampauai GSJ;

(2) Untuk kegiatan petaksanaan konstruksi yang petaksanaannya dapat 
mengganggu keamanan pejatan kaki maka pagar kegiatan/proyek 
harus dibuat dengan konstruksi pengamanan yang tidak 
membahayakan dan mengganggu.



(1) Datam kegiatan petaksanaan konstruksi, petaksana wajib 
menyediakan bedeng, bangsat kerja, kamar mandi, WC ntuk para 

pekerjanya yang bersifat sebagai bangunan sementara dengan 

tertebih dahutu mendapat arahan teknis dari dinas;
(2) Bangunan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

dibongkar dan dibersihkan pating tama 30 hari katender setetah 
kegiatan petaksanaan konstruksi setesai.

Pasa! 109

(1) Datam petaksanaan kegiatan konstruksi, jatan dan pintu ketuar 
masuk pada tokasi kegiatan/proyek membangun harus dibuat dan 
ditempatkan dengan tidak mengganggu ketencaran tatu-tintas serta 
tidak merusak prasarana kota;

(2) Apabita jatan masuk; tokasi kegiatan/proyek membangun 
sebagaimana dimaksud ayat (1) metintasi trotoar dan saturan umum 
maka wajib dibat konstrksi pengaman berupa jembatan sementara 
untuk tatu tintas kendaraan kendaraan ketuar dan masuk tokasi 
kegiatan membangun;

(3) Datam kegiatan petaksanaan konstruksi harus ditengkapi dengan 
atat pemadam api sesuai ketentuan yang bertaku dan sarana 
pembersih roda bagi kendaraan yang ketuar dari tokasi 
kegiatan/proyek membangun;

(4) Pada kegiatan petaksanaan konstruksi yang tingginya tebih dari 10 
(seputuh) tantai atau tebih dari 40 m (empat putuh meter) atau yang 
berada pada Kawasan Kesetamatan Operasi Penerbangan (KKOP) 
harus ditengkapi dengan tampu tanda untuk menghindari 
kecetakaan tatu-tintas udara, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan;

(5) Penempatan dan pemakaian bahan maupun peratatan untuk 
kegiatan petaksanaan konstruksi tidak boteh menimbutkan bahaya 
dan/atau gangguan terhadap tingkungannya;

(6) Segata kerugian pihak tain yang ditimbulkan akibat kegiatan 
petaksanaan konstruksi dan kerusakan fisik tingkungan yang 
ditimbutkan, menjadi beban dan tanggung jawab petaksana 
dan/atau pemitik bangunan;

(7) Petaksanaan penggantian terhadap kerugian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) ditaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua betah 
pihak antara petaksana dan atau pemitik bangunan dengan pihak yang 
dirugikan dan dapat difasititasi oteh Pemerintah Daerah.

Pasa! 110

(1) Datam kegiatan petaksanaan konstruksi, penggatian pondasi atau 
basement yang memertukan dewatering (penurunan muka air) 
petaksanaannya tidak boteh merusak tingkungan sekitarnya.

(2) Tata cara dan persyaratan petaksanaan dewatering (penurunan 
muka air) ditetapkan oteh Dinas, sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.

Pasa! 111

(1) Pekerjaan tertentu yang menurut sifat dan jenis pengamanannya 
memertukan keahtian khusus harus ditakukan oteh tenaga ahti;

(2) Percobaan pembebanan untuk struktur bangunan harus ditaksanakan 
oteh petaksana dan diawasi oteh direksi pengawas serta mengikuti 
persyaratan teknis, standar dan prosedur yang bertaku.



(1) Bita murtcut suatu keraguan mengenai keamanan dari suatu struktur 
atau komponen struktur, dinas dapat meminta supaya ditakukan 
penetitian terhadap kekuatan struktur;

(2) Apabita pemasangan bahan finishing hasitnya dinitai kurang memenuhi 
pensyaratan maka, harus diakukan perbaikan/ penggantian;

(3) Apabita mutu bahan ha§it pengujian sebagaimana dimaksud ayat
(1) Pasa! ini tidak memenuhi persyaratan maka Dinas dapat 
memerintahkan Untuk mengganti bahan yang sudah terpasang;

(4) Mutu bahan struktur bangunan yang betum tazim digunakan harus 
dibuktikan dahuiu dengan test atau diuji dengan test iaboratorium 
pengujian yang ditunjuk o!eh Dinas.

Pasa! 113

(1) Pada pekerjaan pondasi tiang pancang yang menggunakan 
sambungan harus ditakukan pengawasan dan pengamatan oteh 
tenaga ahti;

(2) Pada pekerjaan pondasi tiang baja, harus ditakukan pengawasan 
dan pengamatan terhadap gejata ketetahan tiang dimaksud akibat 
pemancangan.

Pasa! 114

(1) Pengamanan wajib ditakukan pada petaksanaan pondasi yang 
dapat mengganggu stabititas bangunan di tokasi yang berbatasan;

(2) Dinas dapat memerintahkan untuk mengubah sistem pondasi yang 
dipakai apabita datam pelaksanaannya mengganggu atau 
membahayakan keamanan dan kesetamatan disekitamya.

Pasa! 115
{

(1) Pada petaksanaan kegiatan membangun bangunan tinggi dan/atau 
bangunan tainnya yang dapat menimbutkan bahaya, wajib dipasang 
jaring pengaman;

(2) Pada petaksanaan kegiatan membangun bangunan bertingkat, 
pembuangan puing dan/atau sisa bahan bangunan dari tantai 
tingkat harus ditaksanakan dengan system tertentu yang aman, 
tidak membahayakan dan menganggu tingkungan;

(3) Petaksana dan/atau pemitik bangunan wajib dengan segera 
membersihkan segata kotoran dan/atau memperbaiki segata 
kerusakan terhadap tingkungan ataupun sarana prasarana kota 
akibat petaksanaan pembangunan;

(4) Petaksanaan pembersihan dan perbaikan terhadap kerusakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditaksanakan berdasarkan 
kesepakatan kedua betah pihak antara petaksana dan atau pemitik 
bangunan dengan pihak yang dirugikan dan dapat difasititasi oteh 
Pemerintah Daerah.

Pasa! 116

(1) Apabita datam petaksanaan pembangunan terjadi kegagatan 
struktur maka pembangunan harus dihentikan dan ditakukan 
pengamanan terhadap manusia dan tingkungannya;

(2) Apabita hasit penetitian terhadap kegagatan struktur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) Pasat ini ternyata tidak dapat diatasi 
dengan penguatan dan dapat mengakibatkan penurunan struktur 
maka bangunan tersebut harus dibongkar.



(1) Pengawasan petaksanaan pekerjaan dapat ditakukan oteh 
pengawas yang sudah mendapat izin dari Dinas;

(2) Setama pekerjaan^mendirikan bangunan ditakukan, pemohon tMB 
diwajibkan agar menempatkan satinan gambar tMB beserta 
tampirannya di tokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan 
oteh petugas;

(3) Petugas Dinas berwenang untuk :
a. Memasuki dan memeriksa tempat petaksanaan pekerjaan 

mendirikan bangunan setiap saat;
b. Memeriksa apakah bahan bangunan yang digunakan sesuai 

dengan Persyaratan Umum Bahan Bangunan (PUBB) dan RKS;
c. Memerintahkan menyingkirkan bahan bangunan yang tidak 

memenuhi syarat, demikian puta atat-atat yang dianggap 
berbahaya serta merugikan kesetamatan/kesehatan umum;

d. Memerintahkan membongkar atau menghentikan segera 
pekerjaan mendirikan bangunan, sebagian atau seturuhnya 
untuk sementara waktu apabita:
1) petaksanaan mendirikan bangunan menyimpang dari izin 

yang tetah diberikan atau syarat-syarat yang tetah 
ditetapkan;

2) peringatan tertutis dari Dinas tidak dipenuhi datam jangka 
waktu yang tetah ditetapkan.

Bagian Ketiga 
Tim Ah!i Bangunan Gedung 

Pasa! 120

(1) Tim Ahti Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud datam Pasat 24, 
Pasat 55, Pasat 61, Pasa! 88 dan Pasa! 104, ditetapkan oteh Bupati;

(2) Masa kerja tim ahti bangunan gedung sebagaimana dimaksud 
datam ayat (1) adatah 1 (satu) tahun, kecuati masa kerja Tim Ahti 
Bangunan Gedung fungsi khusus diatur tebih tanjut oteh menteri;

(3) Keanggotaan tim ah!i bangunan gedung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat ad hoc, independen, objektif, dan 
tidak mempunyai konf!ik kepentingan;

(4) Keanggotaan tim ah!i bangunan gedung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas unsur-unsur perguruan tinggi, 
asosiasi profesi, masyarakat ahti, dan instansi pemerintah yang 
berkompeten da!am memberikan pertimbangan teknis di bidang 
bangunan gedung yang metiputi bidang arsitektur bangunan gedung 
dan perkotaan, struktur dan konstruksi, mekanika! dan etektrikat, 
pertamanan/tandsekap, tingkungan, tata ruang datam/interior serta 
kesetamatan dan kesehatan kerja serta keah!ian tainnya yang 
dibutuhkan sesuai dengan fungsi bangunan gedungnya;

(5) Rekruitmen Keanggotaan Tim Ahti Bangunan Gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditakukan secara 
terbuka/transparan, dengan mengutamakan tenaga ahti setempat.

Pasa! 121

(1) Pertimbangan teknis Tim Ahti Bangunan Gedung harus tertutis dan 
tidak menghambat proses petayanan perizinan;

(2) Pertimbangan teknis Tim Ahti Bangunan Gedung berupa hasit 
pengkajian objektif terhadap pemenuhan persyaratan teknis yang 
mempertimbangkan unsur ktarifikasi dari bangunan gedung 
termasuk pertimbangan aspek ekonomi, sosiat dan budaya.



Bagian Keempat 
Pemanfaatan 
Paragraf 1 

Umum 
Pasa! 122

(1) Pemanfaatan bangunan gedung merupakan kegiatan 
memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang 
ditetapkan datam !MB termasuk kegiatan pemetiharaan, perawatan, 
dan pemeriksaan secara berkata;

(2) Pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditakukan oteh pemitik atau pengguna bangunan gedung setetah 
bangunan gedung tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan taik fungsi;

(3) Pemanfaatan bangunan gedung wajib ditaksanakan oteh pemitik 
atau pengguna secara tertib administratif dan teknis untuk menjamin 
ketaikan fungsi bangunan gedung tanpa menimbutkan dampak 
penting terhadap tingkungan;

(4) Pemitik bangunan gedung untuk kepentingan umum harus mengikuti 
program pertanggungan terhadap kemungkinan kegagatan bangunan 
gedung setama pemanfaatan bangunan gedung;

(5) Bangunan gedung dinyatakan memenuhi persyaratan taik fungsi 
apabita tetah memenuhi persyaratan teknis, sebagaimana dimaksud 
datam Pasat 9, Pasat 10, Pasat 11 Peraturan Daerah ini;

(6) Pemetiharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkata pada 
bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
ditakukan agar tetap memenuhi persyaratan taik fungsi;

(7) Ketentuan mengenai tata cara pemetiharaan, perawatan dan 
pemeriksaan secara berkata bangunan gedung mengikuti pedoman 
teknis dan standarisasi nasionat yang bertaku.

Paragraf 2 
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 

Pasa! 123

(1) Dinas menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) terhadap bangunan 
gedung yang tetah setesai dibangun dan tetah memenuhi 
persyaratan ketaikan fungsi berdasarkan hasit pemeriksaan ketaikan 
fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud datam Pasat 110 
ayat (2) sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan;

(2) Pemberian SLF bangunan gedung ditakukan dengan mengikuti 
prinsip-prinsip petayanan prima dan tanpa dipungut biaya;

(3) SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertaku setama 20 (dua 
putuh) tahun untuk rumah tinggat tunggat dan rumah tinggat deret, 
serta bertaku 5 (tima) tahun untuk bangunan gedung tainnya;

(4) Prosedur dan tata cara penerbitan SLF sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasa! 124

(1) Pemitik bangunan sebetum memanfaatkan bangunan, wajib 
mengajukan permohonan SLF;

(2) Persyaratan permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adatah:
a. Berita acara pemeriksaan dari Dinas;
b. Gambar yang sesuai dengan petaksanaan (as buitt drawing); dan
c. Fotokopi tMB.

(3) Apabita berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), sudah sesuai dengan tMB, Dinas menerbitkan SLF;



(4) Apabita berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ditemukan perubahan bentuk bangunan dan/atau pemanfaatan 
bangunan sebagaimana yang tetah ditetapkan datam tMB maka 
pemitik diwajibkan segera mengajukan permohonan tMB yang baru 
kepada Bupati.

Pasa! 125

(1) Untuk bangunan yang tetah ada, khususnya bangunan umum wajib 
ditakukan pemeriksaan secara berkata terhadap ketaikan fungsinya.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditakukan oteh 
Dinas dengan ketentuan: -
a. Untuk bangunan gedung setiap 5 (tima) tahun sekati; dan
b. Untuk bangun-bangunan setiap 1 (satu) tahun sekati.

(3) Atas hasit pemeriksaan berkata sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Dinas mengadakan penetitian mengenai syarat-syarat 
administrasi maupun teknis;

(4) Dinas memberikan SLF apabita bangunan yang diperiksa tetah 
memenuhi persyaratan teknis dan administratif.

Pasa! 126

(1) Perpanjangan SLF bangunan gedung pada masa pemanfaatan 
diterbitkan oteh Pemerintah Daerah datam jangka waktu 20 (dua 
putuh) tahun untuk rumah tinggat tunggat dan rumah tinggat deret, 
dan datam jangka waktu 5 (tima) tahun untuk bangunan gedung 
tainnya, berdasarkan hasit pemeriksaan ketaikan fungsi bangunan 
gedung terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan fungsi 
bangunan gedung sesuai dengan IMB gedung;

(2) Pemitik dan/atau pengguna bangunan gedung wajib mengajukan 
permohonan perpanjangan SLF kepada Pemerintah Daerah pating 
tambat 60 (enam putuh) hari katender sebetum masa betlaku SLF 
berakhir;

(3) SLF bangunan gedung diberikan atas dasar permintaan pemitik 
untuk seturuh atau sebagtan bangunan gedung sesuai dengan hasit 
pemeriksaan ketaikan fungsi bangunan gedung;

(4) Pemeriksaan ketaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditakukan oteh penyedia jasa pengkajian 
teknis bangunan gedung, kecuati untuk rumah tinggat tunggat dan 
rumah tinggat deret oteh Pemerintah Daerah.

 ̂Pasa! 127

(1) Datam rangka pengawasan penggunaan bangunan, petugas Dinas 
dapat meminta kepada pemitik bangunan untuk mempertihatkan 
SLF beserta tampirannya;

(2) Dinas dapat menghentikan penggunaan bangunan apabita pemitik 
bangunan tidak memitiki SLF dan/atau bangunan penggunaannya 
tidak sesuai dengan SLF;

(3) Penghentian penggunaan bangunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditakukan dengan tertebih dahutu memberikan surat 
peringatan tertulis;

(4) Apabita pemitik bangunan tidak mengindahkan surat peringatan 
tertutis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat 
mencabut SLF;

(5) Tata cara pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur 
dengan Peraturan Bupati.



Paragraf 3 
Pemetiharaan Bangunan Gedung

Pasa! 128
, .i

(1) Pemetiharaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud daiam 
Pasat 108 harus ditabukan o!eh pemitik dan/atau pengguna 
bangunan gedung dan dapat menggunakan penyedia jasa 
pemetiharaan bangunan gedung yang memitiki sertifikat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan;

(2) Kegiatan pemetiharaan bangunan gedung metiputi pembersihan, 
perapian, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian 
bahan atau pertengkapan bangunan gedung, dan kegiatan sejenis 
tainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemetiharaan 
bangunan gedung;

(3) Hasit kegiatan pemetiharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dituangkan datam taporan pemetiharaan yang digunakan untuk 
pertimbangan penetapan perpanjangan SLF yang ditetapkan oteh Bupati;

(4) Datam hat pemetiharaan menggunakan penyedia jasa pemetiharaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengadaan jasa 
pemetiharaan bangunan gedung ditakukan metatui petetangan, 
pemitihan tangsung, atau penunjukan tangsung;

(5) Hubungan kerja antara penyedia jasa pemetiharaan bangunan 
gedung dan pemitik atau pengguna bangunan gedung harus 
ditaksanakan berdasarkan ikatan kerja yang dituangkan datam 
perjanjian tertutis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(6) Ketentuan tebih tanjut mengenai tata cara pemetiharaan bangunan 
gedung diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasa! 129

Kegiatan petaksanaan pemetiharaan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud datam Pasat 114 ayat (2) harus menerapkan prinsip-prinsip
kesetamatan dan kesehatan kerja (K3).

Paragraf 4 
Perawatan Bangunan Gedung

Pasa! 130

(1) Perawatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud datam Pasat 
108 ditakukan oteh pemitik dan/atau pengguna bangunan gedung 
dan dapat menggunakan penyedia jasa perawatan bangunan 
gedung yang memitiki sertifikat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan;

(2) Hubungan kerja antara penyedia jasa perawatan bangunan gedung 
dan pemitik atau pengguna bangunan gedung harus ditaksanakan 
berdasarkan ikatan kerja yang dituangkan datam perjanjian tertutis 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(3) Kegiatan perawatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) metiputi perbaikan dan/atau penggantian bagian bangunan, 
komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana 
berdasarkan dokumen rencana teknis perawatan bangunan gedung;

(4) Rencana teknis perawatan bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disusun oteh penyedia jasa perawatan 
bangunan gedung dengan mempertimbangkan dokumen 
petaksanaan konstruksi dan tingkat kerusakan bangunan gedung;

(5) Perbaikan dan/atau penggantian datam kegiatan perawatan 
bangunan gedung dengan tingkat kerusakan sedang dan berat 
ditakukan setetah dokumen rencana teknis perawatan bangunan 
gedung disetujui oteh Bupati;



(6) Persetujuan rencana teknis perawatan bangunan gedung tertentu 
dan yang memitiki kompieksitas teknis tinggi diiakukan setetah 
mendapat pertimbangan Tim Ahti Bangunan Gedung;

(7) Ketentuan tebih tanjut mengenai tata cara perawatan bangunan 
gedung diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasa! 131

Kegiatan petaksanaan perawatan bangunan gedung sebagaimana
dimaksud datam Pasat 101 ayat (1) harus menerapkan prinsip-prinsip
kesetamatan dan kesehatan kerja (K3).

Pasa) 132

(1) Petaksanaan konstruksi pada kegiatan perawatan mengikuti 
ketentuan datam Pasa! 90 sampai dengan Pasat 102;

(2) Hasit kegiatan perawatan sebagaimana dimaksud datam Pasat 116 ayat
(1) dituangkan datam taporan perawatan yang digunakan untuk 
pertimbangan penetapan perpanjangan SLF yang ditetapkan oteh Bupati.

Paragraf 5 
Pemeriksaan Secara Berkata 

Bangunan Gedung
Pasat 133

(1) Pemeriksaan secara berkata bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud datam Pasat 108 ditakukan oteh pemitik dan/atau 
pengguna bangunan gedung dan dapat menggunakan penyedia 
jasa pengkajian teknis bangunan gedung yang memitiki sertifikat 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(2) Pemeriksaan secara berkata bangunan gedung ditakukan untuk 
seturuh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan 
bangunan, dan/atau prasarana dan sarana datam rangka 
pemetiharaan dan perawatan bangunan gedung, guna memperoteh 
perpanjangan sertifikat taik fungsi;

(3) Kegiatan pemeriksaan secara berkata bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) harus dicatat datam bentuk taporan;

(4) Ketentuan tebih tanjut mengenai pemeriksaan secara berkata 
bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Bupati.

Pasa! 134

(1) Datam hat pemeriksaan secara berkata menggunakan tenaga 
penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung sebagaimana 
dimaksud datam Pasat 119 ayat (1) maka tingkup petayanan jasa 
pengkajian teknis bangunan gedung harus metiputi:
a. Pemeriksaan dokumen administratif, petaksanaan, 

pemetiharaan dan perawatan bangunan gedung;
b. Kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan gedung terhadap 

pemenuhan persyaratan teknis termasuk pengujian keandatan 
bangunan gedung;

c. Kegiatan anatisis dan evatuasi; dan
d. Kegiatan penyusunan taporan.

(2) Hubungan kerja antara penyedia jasa pengkajian teknis bangunan 
gedung dan pemitik atau pengguna bangunan gedung harus 
ditaksanakan berdasarkan ikatan kerja yang dituangkan datam 
perjanjian tertutis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(3) Pengkajian teknis bangunan gedung ditakukan berdasarkan 
kerangka acuan kerja dan dokumen ikatan kerja.



Paragraf 6 
Pengawasan Pemanfaatan 

Bangunan Gedung 
Pasa! 135

(1) Pengawasan terhadap pemanfaatan bangunan gedung ditakukan 
pada saat pengajuan perpanjangan SLF dan/atau adanya taporan 
dari masyarakat;

(2) Dinas metakukan pengawasan terhadap bangunan gedung yang 
memitiki indikasi perubahan fungsi dan/atau bangunan gedung yang 
membahayakan tingkungan.

Bagian Ke!ima 
Petestarian 
Paragraf 1 

Umum 
Pasa! 136

(1) Bangunan gedung danJingkungannya yang ditetapkan sebagai 
cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus 
ditindungi dan ditestarikan;

(2) Penetapan bangunan gedung dan tingkungannya yang ditindungi 
dan ditestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditakukan 
oteh Pemerintah Daerah dan atau pemerintah dengan 
memperhatikan ketentuan perundang-undangan;

(3) Petaksanaan perbaikan, pemugaran, pertindungan, serta 
pemetiharaan atas bangunan gedung dan tingkungannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat ditakukan 
sepanjang tidak mengubah nitai dan atau karakter cagar budaya 
yang dikandungnya;

(4) Perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan bangunan gedung dan 
tingkungan cagar budaya yang ditakukan menyatahi ketentuan 
fungsi dan atau karakter cagar budaya, harus dikembatikan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan;

(5) Ketentuan mengenai pertindungan dan petestarian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta teknis petaksanaan 
perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan mengikuti ketentuan 
pedoman teknis dan standarisasi nasionat yang bertaku.

Paragraf 2
Penetapan Bangunan Gedung yang Ditindungi dan Ditestarikan

Pasat 137

(1) Bangunan gedung dan tingkungannya sebagai benda cagar budaya 
yang ditindungi dan ditestarikan merupakan bangunan gedung 
berumur pating sedikit 50 (tima putuh) tahun, atau mewakiti masa 
gaya sekurang-kurangnya 50 (tima putuh) tahun, serta dianggap 
mempunyai nitai penting sejarah, itmu pengetahuan, dan 
kebudayaan termasuk nitai arsitektur dan teknotoginya;

(2) Pemitik, masyarakat, pemerintah daerah dan/atau pemerintah dapat 
mengusutkan bangunan gedung dan tingkungannya yang 
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 
ditindungi dan ditestarikan;

(3) Bangunan gedung yang diusutkan untuk ditetapkan sebagai 
bangunan gedung yang ditindungi dan ditestarikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) datam skata tokat atau setempat ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati setetah mendapat pertimbangan dari Tim 
Ahti Bangunan Gedung; ;



(2) Datam ha) bangunan gedung dan atau tingkungannya yang tetah 
ditetapkan menjadi cagar budaya akan dimanfaatkan untuk 
kepentingan agama, sosiat, pariwisata, pendidikan, i)mu 
pengetahuan dan kebudayaan, maka pemanfaatannya harus sesuai 
dengan ketentuap datarn kiasifikasi tingkat pertindungan dan 
petestarian bangunan gedung dan tingkungannya;

(3) Datam ha) bangunan gedung dan atau tingkungannya yang tetah 
ditetapkan menjadi cagar budaya akan diatihkan haknya kepada 
pihak )ain, penga!ihan haknya harus ditaksanakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan;

(4) Datam hat bangunan gedung dan atau tingkungannya yang tetah 
ditetapkan menjadi cagar budaya akan diatihkan fungsinya, maka 
fungsi yang baru harus memperhatikan kesesuaian bangunannya 
dengan ktasifikasinya;

(5) Setiap pemitik dan atau pengguna bangunan gedung dan atau 
tingkungannya yang ditestarikan wajib metindungi bangunan gedung 
dan atau tingkungannya sesuai dengan ktasifikasinya.

Pasa! 141

(1) Bupati dapat menetapkan atau memberikan insentif kepada pemitik 
dan/atau pengguna bangunan gedung yang ditindungi dan/atau 
ditestarikan;

(2) tnsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan datam 
bentuk:
a. keringanan dan/atau pembebasan pajak dan/atau retribusi;
b. bantuan dana untuk pemetiharaan, perawatan dan/atau 

perbaikan; atau
c. bentuk insentif tain yang tidak bertentangan dengan peraturan 

perundangundangan.
(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

disesuaikan dengan ktasifikasi bangunan dan kemampuan 
Pemerintah Daerah.

Pasa! 142

(1) Petaksanaan pemetiharaan, perawatan, pemeriksaan secara 
berkata bangunan gedung dan tingkungannya yang ditindungi 
dan/atau ditestarikan ditakukan oteh pemitik atau pengguna 
bangunan gedung atau pihak tain yang ditunjuk sesuai dengan 
ketentuan yang bertaku;

(2) Khusus untuk petaksanaan perawatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus dibuat rencana teknis petestarian bangunan gedung 
yang disusun dengan mempertimbangkan prinsip pertindungan dan 
petestarian yang mencakup keastian bentuk, tata tetak, system 
struktur, penggunaan bahan bangunan, dan nitai-nHai yang 
dikandungnya sesuai dengan tingkat kerusakan bangunan gedung 
dan ketentuan ktasifikasinya.

Pasa! 143

(1) Pemugaran bangunan gedung yang ditindungi dan ditestarikan 
merupakan kegiatan memperbaiki dan memutihkan kembati 
bangunan gedung ke bentuk astinya;

(2) Petaksanaan pemugaran bangunan gedung dan tingkungannya 
yang ditindungi dan/atau ditestarikan ditakukan sesuai dengan 
ketentuan datam Pasa! 105 dan Pasa! 118;
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(3) Petaksanaan pemugaran harus memperhatikan prinsip kesetamatan 
dan kesehatan ketja (K3), pertindungan dan petestarian yang 
mencakup keastian bentuk, tata tetak dan metode petaksanaan, sistem 
struktur, penggunaan bahan bangunan, dan nitai sejarah, itmu 
pengetahuan, dan kebudayaan termasuk nitai arsitektur dan teknotogi;

(4) Penambahan bangunan baru pada bangunan cagar budaya 

ktasifikasi madya dan pratama sebagaimana dimaksud datam Pasat 
124 ayat (2), harus memperhatikan ketentuan yang bertaku.

Pasa! 144

Datam hat pemanfaatan terhadap bangunan gedung yang ditindungi dan
ditestarikan tidak ditaksanakan sesuai ketentuan datam Pasat 71, Pasat
72, Pasat 73 dan Pasat 74, maka Bupati berwenang untuk :
a. menghentikan pemanfaatan dan/atau kegiatan pemetihaaran, 

perawatan, dan pemugaran terhadap bangunan gedung yang 
ditindungi dan ditestarikan, untuk setanjutnya ditakukan pengkajian 
terhadap rencana pemanfaatan, pemetiharaan, perawatan, dan 
pemugaran oteh Tim Ahti Bangunan Gedung dengan berpedoman 
pada peraturan perundangundangan yang bertaku;

b. memberikan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana kepada 
pemitik dan/atau pengguna sesuai peraturan perundang-undangan 
yang bertaku.

Bagian Keenam 
Pembongkaran 

Paragraf 1 
Umum 

Pasa! 145

(1) Pembongkaran Bangunan tidak boteh ditakukan sebetum 
memberitahukan dan mendapat izin dari Bupati;

(2) Datam surat izin pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud 
datam pasat 24 dicantumkan syarat-syarat yang menjamin bahwa 
pembongkaran itu tida^ akan menimbutkan kecetakaan dan 
gangguan penghuni sekitarnya;

(3) Bagi mereka yang tetah memperoteh izin pembongkaran dari 
Bupati, wajib mentaati segata syarat-syarat yang tercantum datam 
Surat tzin Pembongkaran, disamping memperhatikan kebersihan 
dan kesehatan yang tayak;

(4) Bangunan gedung dapat dibongkar apabita :
a. Tidak taik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;
b. Dapat menimbutkan bahaya datam pemanfaatan bangunan 

gedung dan atau tingkungannya;
c. Tidak memitiki izin mendirikan bangunan.

(5) Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dan b ditetapkan oteh Pemerintah Daerah 
berdasarkan hasit pengkajian teknis;

(6) Pengkajian teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat
(2), kecuati untuk rumah tinggat, ditakukan oteh pengkaji pemitik 
bangunan gedung;

(7) Pembongkaran bangunan gedung yang mempunyai dampak tuas 
terhadap kesetamatan umum dan tingkungan harus ditaksanakan 
berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang tetah disetujui oteh 
Bupati atau pejabat yang ditunjuknya;

(8) Ketentuan mengenai tata cara pembongkaran bangunan gedung 
mengikuti pedoman teknis dan standarisasi nasionat yang bertaku.



Paragraf 2 
Penetapan Pembongkaran 

Pasa! 146

(1) Dinas mengidentifikasi bangunan gedung yang akan ditetapkan 
untuk dibongkar Iberdasarkan hasii pemeriksaan dan/atau taporan 
dari masyarakat;

(2) Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) metiputi:
a. tidak taik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;
b. dapat menimbutkan bahaya datam pemanfaatan ruang gedung 

dan/atau tingkungannya; dan
c. tidak memitiki izin mendirikan bangunan.

(3) Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a dan b ditetapkan oteh Bupati berdasarkan 
hasit pengkajian teknis dari Dinas datam bentuk rekomendasi;

(4) Pengkajian teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), kecuati untuk rumah tinggat tunggat, ditakukan oteh 
pengkaji teknis dan pengadaannya menjadi kewajiban pemitik 
bangunan gedung;

(5) Pembongkaran bangunan gedung yang mempunyai dampak tuas 
terhadap kesetamatan umum dan tingkungan harus ditaksanakan 
berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang ditetapkan oteh Bupati;

(6) Ketentuan mengenai tata cara pembongkaran bangunan gedung 
mengikuti ketentuan pedoman teknis berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangian yang bertaku.

Bagian Ketiga 
Permohonan Merobohkan Bangunan 

Paragraf 1 
Petunjuk Merobohkan Bangunan 

Pasa! 147

(1) Bupati dapat memerintahkan kepada pemitik untuk merobohkan 
bangunan yang:
a. Rapuh;
b. Membahayakan kesetamatan umum.

(2) Tidak sesuai dengan tata ruang kota dan ketentuan tain yang bertaku. 
Pemitik bangunan dapat mengajukan permohonan untuk 
merobohkan bangunannya;

(3) Sebetum mengajukan permohonan tzin Merobohkan Bangunan 
harus terlebih dahulu minta petunjuk tentang rencana merobohkan 
bangunan kepada Dinas Pekerjaan Umum yang metiputi:
a. Tujuan atau atasan merobohkan bangunan;
b. Persyaratan merobohkan bangunan;
c. Cara merobohkan bangunan;
d. Hat-hat tain yang dianggap pertu.

Paragraf 2 
Perencanaan Merobohkan Bangunan 

Pasa! 148

(1) Perencanaan merobohkan bangunan dibuat oteh perencanaan 
bangunan;

(2) Ketentuan ayat (1) ini tidak bertaku tagi:
a. Bangunan sederhana;
b. Bangunan bertingkat tidak bertingkat.

(3) Perencanaan merobohkan bangunan metiputi:
a. Sistem merobohkan bangunan;
b. Pengaditan petaksanaan merobohkan bangunan.



Paragraf 3
Tata Cara Mengajukan Permohonan Merobohkan Bangunan (PMB)

Pasa! 149

(1) PMB harus diajukan sendiri secara tertutis kepada Bupati oteh 
perorangan atau badan/tembaga dengan mengisi formutir yang 
disediakan o!eh Dinas Pekerjaan Umum metatui petayanan satu atap;

(2) Formutir isian tersebut datam ayat (1) akan diatur tebih tanjut datam 
surat keputusan Bupati.

Paragraf 4 
Penerbitan Keterangan Persetujuan PMB 

Pasa! 150

(1) Dinas Pekerjaan Umum mengadakan penetitian atas PMB yang 
diajukan mengenai syarat-syarat administrasi, teknik dan tingkungan 
menurut peraturan yang bertaku pada saat PMB diajukan;

(2) Dinas Pekerjaan Umum memberikan tanda terima PMB apabita 
persyaratan administrasi terpenuh;

(3) Dinas Pekerjaan Umum memberikan rekomendasi aman atas 
rencana merobohkan bangunan apabita perencanaan merobohkan 
bangunan yang diajukan tetah memenuhi persyaratan keamanan 
teknis dan kesetamatan tingkungan.

Paragraf 5 
Petaksanaan Merobohkan Bangunan 

Pasa! 151

(1) Peketjaan merobohkan bangunan baru dapat mutai sekurang- 
kurangnya 5 hari kerja setetah rekomendasi diterima;

(2) Pekerjaan merobohkan bangunan ditaksanakan berdasarkan cara 
dan rencana yang disahkan datam rekomendasi.

Paragraf 6
Pengawasan Petaksanaan Merobohkan Bangunan

Pasa! 152

(1) Setama pekerjaan merobohkan bangunan ditaksanakan, pemitik 
harus menempatkan satinan rekomendasi merobohkan bangunan 
beserta . tampirannya di tokasi peketjaan untuk kepentingan 
pemeriksaan petugas;

(2) Petugas berwenang:
a. Memasuki dan memeriksa tempat petaksanaan pekerjaan 

merobohkan bangunan;
b. Memeriksa apakah pertengkapan dan peratatan yang digunakan

untuk merobohkan bangunan atau bagian-bagian bangunan 
yang dirobohkan sesuai dengan persyaratan yang disahkan 
rekomendasi; j, t

c. Metarang pertengkapan, peratatan, dan cara yang digunakan 
untuk merobohkan b^ngupan yang berbahaya bagi pekerja, 
masyarakat sekitar dan tingkungan, serta memerintahkan 
mentaati cara-cara yang tetah disahkan datam rekomendasi.



BAB V!!
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Bagian Pertama 
Jenis Peran Masyarakat daiam Penyeienggaraan Bangunan

Gedung
Pasa! 153

(1) Datam penyetenggararaian bangunan gedung, masyarakat dapat 
memantau dan menjaga ketertiban datam seturuh proses 
penyeienggaraan;

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditakukan 
secara obyektif, dengan penuh tanggung jawab, dan dengan tidak 
menimbutkan gangguan dan/atau kerugian bagi pemitik dan/atau 
pengguna bangunan gedung, masyarakat dan tingkungan;

(3) Menjaga ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditakukan dengan mencegah setiap perbuatan diri sendiri atau 
ketompok yang dapat mengurangi tingkat keandatan bangunan 
gedung dan/atau mengganggu penyetenggaraan bangunan 
gedung dan tingkungannya;

(4) Ketentuan tebih tanjut mengenai tata cara memantau dan menjaga 
ketertiban penyetenggaraan bangunan gedung diatur dengan 
peraturan Bupati.

Pasa! 154

(1) Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap penyusunan 
dan/atau penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis 
di bidang bangunan gedung kepada pemerintah kota;

(2) Masukan yang dimaksud pada ayat (1) metiputi masukan teknis 
untuk peningkatan kinerja bangunan gedung yang responsif 
terhadap kondisi geografi, faktor-faktor atam, dan/atau tingkungan 
kota, termasuk kearifan tokat;

(3) Ketentuan tebih tanjut mengenai tata cara memberi masukan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasa! 155

(1) Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan pertimbangan 
terhadap penyusunan rencana tata bangunan dan tingkungan, 
rencana teknis bangunan gedung tertentu dan/atau kegiatan 
penyetenggaraan yang ^menimbutkan dampak penting terhadap 
tingkungan di witayah kabupaten;

(2) Pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terkait dengan pertindungan kepada masyarakat untuk 
kesetamatan terhadap bencana, terhadap keamanan, terhadap 
gangguan rasa aman datam metaksanakan aktivitas, dan terhadap 
gangguan kesehatan dan endemik, dan terhadap mobititas 
masyarakat datam metaksanakan aktivitasnya serta petestarian 
nitai-nitai sosiat budaya daerah setempat termasuk bangunan 
gedung dan situs bersejarah;

(3) Ketentuan tebih tanjut mengenai tata cara menyampaikan 
pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
peraturan Bupati.



-t
(1) Masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakitan atas dampak 

yang mengganggu/merugikan akibat kegiatan penyetenggaraan 
bangunan gedung;

(2) Dampak yang mengganggu/merugikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat berupa gangguan fisik, tingkungan, ekonomi, 
sosiat dan keamanan;

(3) Tata cara pengajuan gugatan perwakitan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

Bag!an Kedua 
Tata Cara Penye!enggaraan Peran Masyarakat 

Pasa! 157

(1) Masyarakat dapat mengajukan gugatan atas berbagai hat atau 
peristiwa yang menjadi objek metiputi:
a. tndikasi bangunan gedung yang tidak taik fungsi berdasarkan 

hasit pemantauan dan data yang sesungguhnya/nyata (ne/) 
terjadi di tokasi tempat kejadian yang dapat dibuktikan;

b. Timbutnya atau adanya potensi dan/atau bahaya bagi 
pengguna, masyarakat, dan tingkungannya akibat kegiatan 
pembangunan, pemanfaatan, petestarian, dan/atau 
pembongkaran bangunan gedung; dan

c. Adanya perbuatan perorangan atau ketompok yang dapat 
mengurangi tingkat ketancaran pembangunan, tingkat 
keandatan, tingkat kinerja pemanfaatan bangunan gedung dan 
tingkungannya serta pembongkaran bangunan gedung.

(2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakitan ketompok 
terhadap adanya kebijakan metiputi peraturan, pedoman, dan 
standar teknis di bidang bangunan gedung yang tidak konsisten 
dan/atau dapat menimbutkan kerugian masyarakat yang terkena 
dampak metiputi kerugiah non fisik dan kerugian fisik;

(3) Masyarakat yang dapat npengajukan gugatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) metiputi:
a. Perorangan atau ketompok;
b. Badan hukum ata;j usaha yang kegiatannya di bidang 

bangunan gedung;
c. Lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang 

bangunan gedung;
d. Masyarakat hukum adat yang berkepentingan dengan 

penyetenggaraan bangunan gedung; dan
e. Masyarakat ahti yang berkepentingan dengan 

penyetenggaraan bangunan gedung;
(4) Masyarakat yang dapat mengajukan gugatan perwakitan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) metiputi:
a. Perorangan atau ketompok orang yang dirugikan, yang 

mewakiti para pihak yang dirugikan akibat adanya 
penyetenggaraan bangunan gedung yang mengganggu, 
merugikan, atau membahayakan kepentingan umum; atau

b. Perorangan atau ketompok orang atau organiisasi 
kemasyarakatan yang mewakiti para pihak yang dirugikan akibat 
adanya penyetenggaraan bangunan gedung yang mengganggu, 
merugikan, atau membahayakan kepentingan umum.



(5) Ketentuan tebih tanjut mengenai tata cara penyetenggaraan 
gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan 
peraturan Bupati;

(6) Ketentuan tebih tanjut mengenai tata cara penyetenggaraan 
gugatan perwskitan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa! 158

(1) Masyarakat dapat menyampaikan taporan pengaduan secara tertib 
dengan bentuk:
a. Lisan, jika tidak cukup waktu antara pengamatan dan

penyampaian taporan pengaduan atau datam waktu setambat- 
tambatnya 12 (dua betas) jam;

b. Tertutis, jika waktu antara pengamatan dan penyampaian 
taporan pengaduan tebih dari 12 (dua betas) jam;

c. Metatui media massa cetak dan/atau media etektronik
termasuk media on Mne (7nfemef), jika materi yang
disampaikan merupakan saran-saran perbaikan dan dapat 
dibuktikan kebenarannya;

d. Metatui TABG datam forum dengar pendapat pubtik atau forum 
cf/a/og; dan

e. Bentuk petaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf
b, huruf c harus menyertakan identitas pembuat taporan
pengaduan yang jetas metiputi nama perorangan atau
ketompok serta atamat pelapor yang jetas dan tengkap.

(2) Ketentuan tebih tanjut mengenai bentuk taporan pengaduan
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
peraturan Bupati.

Pasa! 159

(1) Masyarakat dapat menyampaikan taporan pengaduan dengan
menyatakan tokasi obyek yang jetas metiputi:
a. Atamat jatan, nomor RT/RW, nama keturahan, nama 

kecamatan;
b. Nama atau sebutan pada bangunan gedung, kavting/persit 

atau kawasan; dan
c. Nama pemitik/pengguna bangunan gedung sebagai 

perorangan/ketompok atau badan.
(2) Obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat 

diidentifikasikan dengan menyertakan sekurang-kurangnya 1 
(satu) tembar foto.

(3) Ketentuan tebih tanjut mengenai identitas tokasi, obyek yang 
ditaporkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga 
Forum Dengar Pendapat Pub!ik 

Pasa! 160

(1) Pemerintah kota menyetenggarakan forum dengar pendapat pubtik 
di tingkat kota, tingkat kecamatan dan tingkat keturahan;

(2) Penyetenggaraan dengar pendapat pubtik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditentukan dengan tata cara waktu:
a. Tetjadwa) setiap butan (rutin) dengan urutan minggu pertama 

di kantor keturahan, minggu kedua di kantor kecamatan dan 
minggu keempat di kantor pemerintah kota; dan

b. Tidak terjadwa! jika terdapat permasatahan yang mendesak.



(3) Penyetenggaraan forum dengan pendapat di tingkat yang tebih 
tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diadakan jika 
di tingkat yang tebih rendah betum terdapat kesepakatan 
penyetesaian antar pihak;

(4) Pemerintah kpta menugaskan TABG untuk menyusun 
pertimbangan teknis;

(5) Ketentuan tebih tanjut mengenai tata cara penyetenggaraan forum 
dengar pendapat pubtik diatur dengan peraturan Bupati.

Pasa! 161

(1) Peserta /brum dengar pendapat pubtik adatah masyarakat yang 
berkepentingan dengan penyetenggaraan bangunan gedung 
dengan prioritas utama pada yang merasakan tangsung dampak 
kegiatan dan tingkungan RT/RW;

(2) Masyarakat yang diprioritaskan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menunjuk perwakitan jdari antara mereka sendiri yang dianggap 
cakap untuk menyampaikan pendapat dan/atau taporan;

(3) Ketentuan tebih tanjut miengehai peserta /brum dengar pendapat 
pubtik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
peraturan Bupati.

Pasa! 162

(1) Hasit diatog datam dengar pendapat pubtik dituangkan secara 
tertutis sebagai dokumen hasit dengar pendapat pubtik;

(2) Muatan dokumen hasit dengar pendapat pubtik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya metiputi:
a. Pokok-pokok masukan taporan masyarakat yang disampaikan 

datam forum;
b. Penjetasan dari pihak terkait;
c. Penjetasan dari pemerintah kabupaten;
d. Pertimbangan teknis dari tim ahti bangunan gedung; dan
e. Pokok-pokok kesepakatan yang dicapai datam bentuk berita acara.

(3) Ketentuan tebih tanjut mengenai dokumen hasit dengar pendapat 
pubtik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dengan peraturan Bupati.

Pasa! 163

(1) Setiap bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud datam 
Pasat-pasat diatas wajib ditindaklanjuti oteh pemerintah kabupaten 
dan/atau instansi yang berwenang tainnya metiputi:
a. pemerintah kabupaten, untuk hat yang bersifat administratif 

dan teknis;
b. kepotisian, untuk hat yang bersifat kriminat;
c. pengaditan, untuk ha) gugatan perwakitan; dan
d. pemitik/pengguna bangunan gedung yang menimbutkan 

gangguan/kerugian dan/atau dampak penting terhadap 
tingkungan yang diputuskan datam pengaditan.

(2) Tindak tanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf
b, dan huruf c metiputi:
a. pemeriksaan tapangan;
b. penetitian secara administratif dan teknis;
c. evatuasi hasit penetitian;
d. metakukan tindakan (eksekusi) sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan atau hasit putusan peraditan; dan
e. menyampaikan hasit penyetesaian kepada masyarakat datam 

bentuk pengumuman dan/atau forum pertemuan.
(3) Ketentuan tebih tanjut mengenai tindak tanjut sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.



Masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakitan ke pengaditan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasa! 165

Masyarakat yang dapat mengajukan gugatan perwakitan adatah:
a. perorangan atau ketomppk orang yang dirugikan, yang mewakiti 

para pihak yang dirugikan akibat adanya penyetenggaraan 
bangunan gedung yang t mengganggu, merugikan, atau 
membahayakan kepentingan umum; atau

b. perorangan atau ketompok orang atau organisasi kemasyarakatan 
yang mewakiti para pihak yang dirugikan akibat adanya 
penyetenggaraan bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, 
atau membahayakan kepentingan umum.

Pasa! 166

(1) Pemerintah kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada 
masyarakat perorangan atau ketompok yang oteh karena 
kepedutiannya memberi kontribusi pada:
a. penyetamatan harta benda atau nyawa manusia yang terhindar 

dari bencana akibat kegagatan bangunan gedung; dan
b. penyetamatan bangunan dan tingkungan.

(2) Ketentuan tebih tanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB V!!!
PEMB!NAAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Pasa! 167

(1) Pembinaan penyetenggaraan bangunan gedung ditakukan metatui 
kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan agar 
penyetenggaraan bangunan gedung dapat beriangsung tertib dan 
tercapai keandatan bangunan gedung yang sesuai dengan 
fungsinya serta terwujudnya kepastian hukum;

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada 
penyetenggara bangunan gedung.

Pasa! 168

(1) Pengaturan sebagaimana dimaksud datam Pasat 179 ayat (1) ditakukan 
dengan penyusunan dan penyebariuasan Peraturan Daerah, pedoman, 
petunjuk dan standar teknistdi bidang bangunan gedung;

(2) Penyebariuasan Peraturan Daerah, pedoman, petunjuk dan standar 
teknis di bidang bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat ditakukan bersama-sama dengan masyarakat yang 
terkait dengan bangunan gedung.

Pasa! 169

(1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud datam Pasat 179 ayat (1) 
kepada penyetenggaraan bangunan gedung dapat berupa 
peningkatan kesadaran akan hak, kewajiban dan peran datam 
penyetenggaraan bangunan gedung metatui pendataan, sosiatisasi, 
diseminasi dan petatihan;

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud datam Pasat 179 ayat (1) 
ditakukan metatui pemantauan terhadap petaksanaan penerapan 
peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung dan 
upaya penegakan hukum.



Pemberdayaan terhadap masyarakat yang betum mampu memenuhi 
persyaratan teknis bangunan ̂ gedung ditakukan bersama-sama dengan 
masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung metatui:
a. pendampingan pembangunan bangunan gedung secara bertahap;
b. pemberian bantuan percontohan rumah tinggat yang memenuhi 

persyaratan teknis; dan/atau
c. program penataan bangunan dan tingkungannya yang aman, sehat 

dan serasi.

Pasa! 171

(1) Pemerintah daerah metakukan pengawasan terhadap petaksanaan 
penerapan peraturan daerah di bidang bangunan gedung metatui 
mekanisme penerbitan !MB gedung dan SLF bangunan gedung, serta 
surat persetujuan dan penetapan pembongkaran bangunan gedung;

(2) Pemerintah daerah dapat metibatkan peran masyarakat datam 
pengawasan petaksanaan penerapan peraturan perundang- 
undangan di bidang bangunan gedung.

BAB !X
S!STEM !NFORMAS! DAN DATA

Pasa! 172

Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi dan data 
penyetenggaraan bangunan gedung dan bangun bangunan datam suatu 
sistem database dan sistem informasi yang efektif, transparan, dan akuntabe).

Pasa! 173

(1) Pemerintah daerah mengetota data dan informasi mengenai 
penyetenggaraan bangunan gedung dan bangun bangunan;

(2) Pemutakhiran data dan informasi ditakukan secara periodik dan 
didokumentasikan secara resmi, sebagai dokumen pubtik;

(3) Pemerintah daerah menyusun dan mengembangkan sistem 
informasi dan data penyetenggaraan bangunan gedung serta 
menyetenggarakan pehgumputan, pengotahan, anatisis, 
penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data mengenai:
a. Rencana tata ruang dan bangunan;
b. Penetapan fungsi dan ktasifikasi bangunan gedung;
c. SLF;
d. Penetapan bangunan gedung yang ditindungi dan ditestarikan.

(4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dimanfaatkan oteh setiap orang dan/atau masyarakat dengan tetap 
memperhatikan kepentingan Pemerintah Daerah.

Pasa! 174

(1) Pemerintah daerah membangun jaringan informasi 
penyetenggaraan bangunan gedung dan bangun bangunan dapat 
bekerjasama dengan pihak tain;

(2) Sistem informasi dan data penyetenggaraan bangunan gedung 
harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oteh seturuh 
pengguna data;

(3) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan dan 
menyetenggarakan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) wajib menyampaikan data dan informasi kepada 
pemerintah daerah setambat-tambatnya 60 hari kerja sejak 
dimutainya pemanfaatan bangunan gedung.



BAB X 
PENGAWASAN 

Pasa! 175

Untuk metaksanakam pengawasan terhadap petaksanaan Peraturan 
Daerah ini di tugaskan kepada Dinas Pekerjaan Umum atau kepada 
pihak tain yang ditunjuk oteh Bupati.

Pasa! 176

(1) Pengendatian dan pengawasan RTRW Kabupaten menurut 
peraturan daerah guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran 
rencana ni di takukan oteh Bupati Kepata Daerah;

(2) Keterpaduan peiaksanaan rencana tata ruang Witayah Kabupaten 
dikoordinasikan o!eh Bupati Kepata;

(3) Pengendatian pembangunan fisik di kawasan budidaya ditakukan 
metatui Kepata Daerah;

(4) Petaksana tindakan penertiban ditakukan oteh pemerintah Daerah, 
berdasarkan atas RTRW Kabupaten;

(5) Pemantauan dan pencegahan segata kegiatan pembangunan yang 
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, menjadi wewenang 
Bupati Kepata Daerah atau pejabat yang di tunjuk, dan datam waktu 
setambat-tambatnya 3 x 24 jam wajib metaporkan kepada Bupati;

(6) Ketentuan petaksanaan RTRW ini akan diatur metatui Surat 
Keputusan Bupati Kepata Daerah.

Pasa! 177

(1) Di samping pemerintah, pengawasan juga ditakukan oteh 
masyarakat datam bentuk peran masyarakat datam 
penyetenggaraan bangunan gedung yang berupa:
a. Memantau dan menjaga ketertiban penyetenggaraan;
b. Memberi masukan kepada pemeerintah dan/atau Pemerintah 

Daerah datam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan 
standar teknis di datam bangunan gedung;

c. Menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi 
yang berwenang terhadap penyusunan rencana tata bangunan 
dan tingkungan, secara teknis bangunan gedung tertentu, dan 
kegiatan penyetenggaraan yang menimbutkan dampak penting 
terhadap tingkungan;

d. Metaksanakan gugatan perwakitan terhadap bangunan gedung 
yang mengganggu, merugikan, dan / atau membahayakan 
kepentingan umum.

(2) Ketentuan tebih tanjut tentang peran masyarakat datam 
menyetenggarakan bangunan gedung mengikuti ketentuan dari 
peraturan yang bertaku.

BAB X!
SANKS! ADM!N!STRAS!

Bagian Pertama 
Umum 

Pasa! 178

Setiap pemitik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban 
pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyetenggaraan 
bangunan gedung sebagaimana dimaksud datam Peraturan Daerah ini 
dikenai sanksi administratif.



(1) Sanksi administrasi sebagaimana di maksud datam pasa) 178 dapat 
berupa:
a. Peringatan tertutis;
b. Pembatasan kegiatan pembangunan;
c. Penghentikan sementara atau tetap pada pekerjaan 

petaksanaan pembangunan;
d. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan 

bangunan gedung;
e. Pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
f. Pencabutan mendirikan bangunan gedung;
g. Pembekuan sertifikat taik fungsi bangunan gedung;
h. pencabutan sertifikat taik fungsi bangunan gedung; atau
i. Perintah pembongkaran gedung.

(2) Setain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dikenakan sanksi denda pating banyak 10% dari nitai 
bangunan yang sedang atau tetah dibangun;

(3) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan
ayat(2) ditentukan oteh berat dan ringannya petanggaran yang 
ditakukan. j

Bagian Kedua 
Pada Tahap Pembangunan 
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(1) Pemitik bangunan gedung yang metanggar ketentuan Pasat 9 ayat 
(10), Pasat 33 ayat (1) dan ayat (2), Pasat 35 ayat (3), Pasat 104 
ayat (2), Pasat 130 ayat (5), dan Pasat 140 ayat (2), dikenakan 
sanksi peringatan tertutis;

(2) Pemitik bangunan gedung yang tidak mematuhi peringatan tertutis 
sebanyak 3 (tiga) kati berturut-turut datam tenggang waktu masing- 
masing 7 (tujuh) hari katender dan tetap tidak metakukan perbaikan 
atas petanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan 
sanksi berupa pembatasan kegiatan pembangunan;

(3) Pemitik bangunan gedung yang tetah dikenakan sanksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setama 14 (empat betas) hari 
katender dan tetap tidak metakukan perbaikan atas petanggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa 
penghentian sementara pembangunan dan pembekuan izin 
mendirikan bangunan gedung;

(4) Pemitik bangunan gedung yang tetah dikenakan sanksi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setama 14 (empat betas) hari 
ketender dan tetap tidak metakukan perbaikan atas petanggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa 
penghentian tetap pembangunan, pencabutan izin mendirikan 
bangunan gedung, dan perintah pembongkaran bangunan gedung;

(5) Datam hat pemitik bangunan gedung tidak metakukan 
pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) datam jangka 
waktu 30 (tiga putuh) hari katender, pembongkarannya ditakukan 
oteh Pemerintah Daerah atas biaya pemitik bangunan gedung;

(6) Datam ha) pembongkaran ditakukan oteh pemerintah daerah, 
pemitik bangunan gedung juga dikenakan denda administratif yang 
besarnya pating banyak 10 % (seputuh per seratus) dari nitai totat 
bangunan gedung yang bersangkutan;

(7) Besarnya denda administratif ditentukan berdasarkan berat dan 
ringannya petanggaran yang ditakukan setetah mendapat 
pertimbangan dari Tim Ahti Bangunan Gedung.



(1) Pemitik bangunan gedung yang metaksanakan pembangunan 
bangunan gedungnya metanggar ketentuan Pasat 16 ayat (1) 
dikenakan sangsi penghentian sementara sampai dengan 
diperotehnya izin mendirikan bangunan gedung;

(2) Pemitik bangunan gedung yang tidak memitiki izin mendirikan 
bangunan gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran.

Bagian Ketiga 
Pada Tahap Pemanfaatan 
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(1) Pemitik atau pengguna bangunan gedung yang metanggar ketentuan 
Pasat 9 ayat (3), Pasat 33 ayat (5), Pasat 107 ayat (2) sampai dengan 
ayat (4), Pasat 111 ayat (2), Pasat 130 ayat (1), Pasat 126 ayat (2) 
dan ayat (5), dikenakan sanksi peringatan tertutis;

(2) Pemitik atau pengguna bangunan gedung yang tidak mematuhi 
peringatan tertutis sebanyak 3 (tiga) kati berturut-turut datam 
tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari katender dan tidak 
metakukan perbaikan atas petanggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara 
kegiatan pemanfaatan bangunan gedung dan pembekuan SLF;

(3) Pemitik atau pengguna bangunan gedung yang tetah dikenakan 
sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setama 30 (tiga putuh) 
hari katender dan tetap tidak metakukan perbaikan atas petanggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa 
penghentian tetap pemanfaatan dan pencabutan SLF;

(4) Pemitik atau pengguna bangunan gedung yang tertambat 
metakukan perpanjangan sertifikat taik fungsi sampai dengan batas 
waktu bertakunya sertifikat taik fungsi, dikenakan sanksi denda 
administratif yang besarnya 1 % (satu per seratus) dari nitai totat 
bangunan gedung yang bersangkutan.
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(1) Setiap pemitik dan/atau pengguna bangunan gedung yang tidak 
memenuhi ketentuan datam undang-undang ini, diancam dengan 
pidana penjara pating tama 3 ( tiga ) tahun dan/atau denda pating 
banyak 10 % dari nitai bangunan jika mengakibatkan kerugian harta 
benda orang tain;

(2) Setiap pemitik dan/atau pengguna bangunan gedung pidana 
penjara pating tama 4 ( empat) tahun dan/atau denda pating 
banyak 15 % dari nî ai bangunan gedung, jika karenanya 
mengakibatkan kecetakaan bagi orang tain yang mengakibatkan 
cacat seumur hidup; t

(3) Setiap pemitik dan/atau pengguna bangunan gedung dipidana 
penjara pating tama 5 (!tma) t^hun dan/atau denda pating banyak 
20% dari nitai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan 
hitangnya nyawa orang tain;

(4) Datam proses peraditan atas tindakan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) hakim memperhatikan pertimbangan dari tim ahti bangunan gedung;

(5) Petaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pad ayat(1), 
ayat (2), dan ayat (3) sesuai ketentuan peraturan yang bedaku.



(1) Setiap orang yang karena ketatainnya metanggar ketentuan yang
tetah ditetapkan datam undang-undang ini sehingga mengakibatkan 
bangunan gedung tidak taik fungsi dapat dipidana kurungan / atau 
pidana denda; j ' '

(2) Pidana kurungan dan/atau pidana denda sebagaiman dimaksud 
pada ayat (1)metiputi:
a. Pidana kurungan pating tama 1 (satu) tahun dan/atau pidan 

denda pating banyak 1% dari nitai bangunan gedung jika 
karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang tain;

b. Pidana kurungan pating tama 2 (dua) tahun dan/atau pidana 
denda pating banyak 2% dari nitai bangunan gedung jika 
karenanya mengakibatkan kecetakaan bagi orang tain sehingga 
menimbutkan cacat seumur hidup;

c. Pidana kurungan pating tama 6 (enam) butan dan/atau pidana 
denda pating banyak 50 juta (untuk Perda) sesuai dengan 
Ketentuan Undang-Undang No 10 Tahun 2004;

(3) Petaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2) sesuai ketentuan peraturan yang beriaku.

BAB X!! 
KETENTUAN PENY!D!KAN 
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(1) Penyidikan terhadap petanggaran Peraturan Daerah ini, ditakukan 
oteh Penyidik Pegawai Negeri Sipit Daerah;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adatah :
a. menerima, mencari, mengumputkan, dan menetiti keterangan 

atau taporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang 
perpajakan daerah agar keterangan atau taporan tersebut 
menjadi tebih tengkap dan jetas;

b. menetiti, mencari, dan mengumputkan keterangan mengenai 
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang 
ditakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi Badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen tain berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang'perpajakan daerah;

e. metakukan penggetedahan untuk mendapatkan bahan bukti 
pembukuan, pencatatan, dan dokumen tain, serta metakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahti datam rangka petaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau metarang seseorang meninggatkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang 
bertangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau 
dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
perpajakan daerah;

i. memanggi) orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;
(3) Datam petaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2), PPNS wajib menyusun berita acara atas setiap 
tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi dan tersangka, serta 
metaporkan hasiinya kepada Bupati.



, BABXH! 
KETENTUAN P!DANA 
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(1) Setiap orang atau badan yang karena ketataianya metanggar 
ketentuan sebagaimana yang diatur datam peraturan daerah ini, 
diancam dengan pidana penjara pating tama 2 (dua) tahun dan 
denda pating banyak 3% (persen) dari nitai bangunan;

(2) Petaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tergantung berat ringannya petanggaran yang ditakukan.

BAB X!V 
KETENTUAN PERAUHAN 
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(1) Bangunan yang tetah didirikan dan digunakan sebetum penetapan 
Peraturan Daerah ini dan tetah memitiki tzin Mendirikan Bangunan 
berdasarkan Peraturan Daerah/Keputusan Bupati sebetum 
Peraturan Daerah ini, dianggap tetah memitiki tMB menurut 
Peraturan Daerah ini;

(2) Bagi bangunan yang tetah ada sebetum Peraturan Daerah ini 
bertaku yang betum memitiki Surat tzin Mendirikan Bangunan 
datam tempo 1(satu) tahun terhitung sejak tanggat perundangan 
Peraturan Daerah ini diwajibkan tetah memiliki izin Mendirikan 
Bangunan dengan menggunakan peraturan daerah yang tama;

(3) Penyesuaian bangunan tersebut dengan syarat-syarat tercantum 
datam Peraturan Daerah ini diberikan tenggang waktu 5 (tima) tahun;

(4) tzin Mendirikan Bangunan dimaksud ayat (2) pasa) ini diberikan 
sepanjang tokasi bangunan-bangunan sesuai dengan rencana 
Pemerintah Daerah Kabupaten Muna yang tertuang datam rencana 
Tata Ruang Witayah Kota dan Rencana Detait tata Ruang Bagian 
Witayah Kota;

(5) Permohonan yang diajukan dan betum diputuskan, akan 
disetesaikan berdasarkan ketentuan-ketetuan Peraturan Daerah ini.

BAB XV 
KETENTUAN LA!N-LA!N 
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(1) Untuk kawasan-kawasan tertentu, dengan pertimbangan tertentu, 
dapat ditetapkan Peraturan Bupati berdasarkan Rencana Tata 
Bangunan dan tingkungan yang tetah ada;

(2) Hat-hat yang betum diatur datam Peraturan Daerah ini sepanjang 
Teknis Petaksanaannya akan diatur kemudian dengan peraturan 
Bupati;

(3) Untuk jenis, besaran, jumtah tantai tertentu, yang mempunyai 
dampak penting bagi kesetamatan orang banyak dan tingkungan, 
pertu adanya rekomendasi teknis dari Menteri Pekerjaan Umum 
sebetum diketuarkannya tMB.



BAB XV! 
KETENTUAN PENUTUP 
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(1) Dengan bertakinnya peraturan daerah ini, maka semua peraturan 
yang mengatur tentang persyaratan bangunan dinyatakan masih 
tetap bertaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan 
daerah ini;

(2) Peraturan Daerah ini mu!ai bertaku pada tangga! diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya 
datam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
Pada Tanggai y - 5*— 2012

Diundangkan di Raha 
PadaTanggat 7 - 5 " — 2012

H. LA ORA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2012 
NOMOR


